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A B S T R A K 

Nurhasanah Tussakdiyah/22.20I3.337/20I7/Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap 
Akuntabilitas Ktnerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus pada B P K A D 
Kabupaten Ogan llir). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan di kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada B P K A D 
Kabupaten Ogan llir). Jenis penelitian yaitu kausalitas. Data yang digunakan data primer dan 
sekunder. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan sampel jenuh atau sensus. Teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Metode 
analisis yang digunakan yaitu metode analisis kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data 
menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan software SPSS versi 21.0. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan secara signifikan memengaruhi akuntabilitas 
kinerja instansi pemerintahan. 

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
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ABSTRACT 

Nurhasanah Tussakdiyah / 22.2013.337 / 2017 7 Financial Reports Quality Impact Of Government 
Performance Accountability In Opan llir (Case Study on BPKAD Ogan Ilir). 

The purpose of this research was to determine the effect on the quality of financial reporting of 
performance accountability of government authorities in Ogan llir regency (Case study BPKAD 
Ogan llir). This type of research is causality. The data used primary and secondary data. Sampling 
was conducted with a sample of saturated or census. Data collection techniques using interview 
techniques, questionnaires and documentation. The analytical method used is the method of 
quantitative and qualitative analysis. Data were analyzed using simple linear regression with SPSS 
version 21.0. The results showed that the quality of the financial statements significantly affects on 
performance accountability of government agencie. 

Keywords: Quality of Financial Statements, Government Agencies Performance Accountability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Terselenggaranya pemerintahan yang baik {good governance) 

merupakan kehendak kita bersama. Akuntabilitas diyakini mampu 

mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan pelayanan 

publik secara baik menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat dukungan 

dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa yang diselenggarakan, 

direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi kepada 

publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen 

pemerintah dalam melayani publik. 

Pemerintahan sebagai organisasi yang bergcrak di bidang jasa 

pelayanan publik, dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan 

akuntabilitas publik. Akuntabilias publik adalah kewajiban pihak pemegang 

amanah {agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, mcnyajikan, 

melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang 

memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban 

tersebut (Mardiasmo; 2009:20). 

Semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan 

daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup 

akuntabilitasnya masing-masing. karena akuntabilitas yang diminta 
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melipuli keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang 

bersangkulan. Menurut SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 

Maret 2003 tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas 

kineija instansi pemerintah. Akuntabilitas kineija instansi pemerintah 

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungiawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui 

alat pertanggungjawaban secara periodik. 

Berdasarkan peraturan perundangan berupa Instruksi Presiden 

Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan salah satu upaya pemerintah 

untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan berlanggungjawab. 

Laporan akuntabilitas instansi pemerintah merupakan alat untuk 

melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bertujuan untuk 

mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai 

salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan 

terpercaya. 

Tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh 

organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

semakin menguat, berkenaan dengan hal tersebut penciptaan akuntabilitas 

publik harus dilaksanakan dalam sistem dan standar akuntansi pemerintahan 

untuk dapat menciptakan good governance. 
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Scsuai dengan amanat Undang-Undang No 17 tahun 2003 

pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi 

Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan mcnyajikan laporan 

keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan prasyaratan yang 

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan 

keuangan. 

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun Standar 

Akuntansi Pemerintahan pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, 

penyusun laporan keuangan daltun menanggulangi masalah akuntansi yang 

belum dialur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat 

mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar 

akuntansi pemerintahan. dan para pengguna laporan keuangan dalam 

menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dilingkup 

pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya 

maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan 

kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti 
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informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan 

keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta 

akuntabilitas (Deddi, 2008:25). 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang benar dan 

pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola 

keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut PP No. 71 tahun 2010, 

terdapat hubungan terkait antara Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. 

Kualitas pelaporan keuangan secara jelas dijabarkan dalam 

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan yang sekarang menjadi Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 

2010, bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah dapat memenuhi 

kualitas yang dikehendaki jika memenuhi unsur kualitatif laporan keuangan 

yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi 

akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, antara lain pelaporan 

keuangan tersebut memenuhi unsur relevan, andal, dapat dibandingkan. dan 

dapat dipahami. 

Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabaila laporan 

keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan LKPD. artinya dapat 
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dikatakan bahwa laporan keuangan suatu enlilas pemerintah daerah tersebut 

disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. 

Sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang Undang No 15 

Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yakni : 

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP), opini Tidak Wajar (TP) dan Pemyataan Mcnolak memberikan 

opini. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dodi dkk (2014) yang berjudul 

Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota Gorontalo). 

Disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengamh positif dan 

signifikan terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota Gorontalo. Hasil 

analisis koefisien determinasi menunjukan bahwa sebesar 54,7% 

variabilitas akuntabilitas pemerintah Kota Gorontalo dapat dipengaruhi oleh 

Kualitas pelaporan keuangan. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nugraeni dan Budiantara 

(2015) dengan judul Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja. Hasil yang dapat disimpulkan dari penelitian tersebut adalah 

Standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja secara langsung, sedang kualitas laporan keuangan secara langsung 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Standar akuntansi pemerintah 



6 

secara langsung berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Standar 

akuntansi pemerintah dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja mclalui 

kualitas laporan keuangan. 

Tabel I . l 
Daftar Hasil Opini Kabupaten Ogan llir Tahun 2011 -2015 

Kabupaten 
Hasil Opini BPK 

Kabupaten 
2011 2012 2013 2014 2015 

Ogan llir WDP WDP WDP WTP WDP 

Sumber : bpk.go.id, 2017 

Berdasarkan tabel I . l kabupaten Ogan Ilir selalu mendapat opini 

WDP setiap tahunnya dan pada tahun 2014 pemerintahan kabupaten Ogan 

Ilir mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan terbukti dengan 

kabupaten Ogan Ilir mendapatkan opini WTP dari BPK tetapi pada tahun 

2015 pemerintahan kabupaten Ogan Ilir kembali mendapatkan opini WDP 

dari BPK dikarenakan masih ada akun yang tidak sesuai dengan SAP yaitu 

akun pengecualian lain-lainnya (sumber bpk.go.id) yang mengakibatkan 

kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintahan kabupaten 

Ogan liir masih tidak maksimal, hal itu dikarenakan masih rendahnya 

tingkat akuntabilitas kinerja yang dimiliki oleh SKPD yang ada di 

kabupaten Ogan Ilir. 

Penulis juga telah melakukan survei pendahuluan dengan melakukan 

wawancara tidak terstruktur kepada salah satu pegawai BPKAD di 

kabupaten Ogan Ilir mengenai hasil opini yang diberikan BPK kepada 

Kabupaten Ogan Ilir. Hasil dari wawancara yang dilakukan penulis adalah 
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dikarenakan pada tahun 2015 SKPD di kabupaten Ogan Ilir salah satunya 

BPKAD baru merapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 

sehingga masih banyak SKPD yang belum siap dengan perubahan tersebut. 

Melihat fenomena diatas dapat kita simpulkan pada tahun 2015 di 

kabupaten Ogan Ilir telah terjadi penurunan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah yang terbukti dengan menurunya kualitas laporan keuangan 

karena penerapan standar akuntansi pemerintah yang belum maksimal. 

Mengingat pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam 

membuat laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah di 

kabupaten Ogan Ilir khusunya BPKAD kabupaten Ogan Ilir harus 

menerapankan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sebagai acuan 

membuat laporan keuangan sebagai alat untuk pengambilan keputusan di 

pemerintahan dan juga terwujudnya transparasi serta akuntabilitas di 

kabupaten Ogan Ilir. 

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Kualitas Laporan 

Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di 

Kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan 

Ilir)". 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu 

apakah terdapat pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintahan di kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada 

BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang jelas agar sesuai dengan 

kehendak yang dicapai. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

diatas, tujuan yang ingin dicapai di penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintahan di kabupaten Ogan Ilir (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten 

Ogan Ilir). 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-

pihak sebagai berikut: 

I . Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan 

bagi penulis mengenai standar akuntansi pemerintah, kualitas laporan 

keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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2. Bagi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan untuk pemerintah dalam 

menerapkan standar akuntansi pemerintah guna menghasikan kualitas 

laporan keuangan yang lebih baik lag! dalam meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, perbandingan dan 

referensi untuk penelitian sebeiumnya. 



BAB 11 

KAJIAN PUSTAKA 

Landasan Teori 

L Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang 

mana pihak satu sering disebut dengan agent, yaitu yang diberikan 

kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta 

dibawah pengawasan pihak lain yaitu principal. Principal adalah pihak 

yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan 

tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak 

yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan third party 

(Budi,2015 : 5-6). 

Berkaitan dengan masalah keagenan, akuntabilitas kinerja 

dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konscp yang didasari 

oleh teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang 

bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi 

yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah 

yang bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas dan 

membuat keputusan , baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. 

Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan 

para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan 

sebagai suatu hubungan keagcnen (agency relationship). Dalam hal ini 

pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk 

10 
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melaksanakan kewajiban lertentu yang ditenlukan oleh para pengguna 

informasi keuangan pemerintah sebagai principal, baik secara langsung 

atau tidak langsung melalui wakil-wakiinya. Dalam hubungan 

keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang 

menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah 

sebagai prinsipalnya. 

2. Kualitas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting 

untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang 

semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan 

implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi 

kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa 

laporan keuangan. 

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk 

menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan 

akuntabilitas publik. Untuk menciptakan akuntabilitas maka laporan 

keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas. 

Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang 

perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi 

tujuannya (SAP, 2010:25). 

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan, maka laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus 
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disajikan secara tepal waktu dan dapat diandalkan. Selain itu laporan 

keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pcngungkapan yang 

memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi 

keputusan. 

Laporan keuangan organisasi sektor publik dibuat tentunya 

mempunyai tujuan dan fungsi secara umum bagi organisasi 

pemerintahan, antara lain: (Mardiasmo, 2009:162) 

a. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta sebagai bukti 

pertanggungjawaban {accountahility) dan pengeiolaan 

(stewardship); 

b. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja manajerial dan organisasional. 

Karakteristik kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga 

dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini 

merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan 

pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 

a. Relevan; 

b. Andal; 

c. Dapat dibandingkan; dan 

d. Dapat dipahami. 
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Adapun penjelasan dari karakteristik kualitas laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: (Peraturan Presiden No 71 Tahun 2010) 

a. Relevan 

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi 

yang lermuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna 

dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau 

masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau 

mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu. Dengan demikian, 

informasi laporan keuangan yang relevan dapal dihubungkan 

dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: 

1) Memiliki umpan balik {Feedback Value) 

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau 

mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu. 

2) Manfaat prediktif {Predictive Value) 

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi 

masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan 

kejadian masa kini. 

3) Tepat waktu 

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh 

dan berguna dalam pengambilan keputusan. 

4) Lengkap 

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap 

mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat 
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mempengaruhi pengambilan keputusan dengan 

memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang 

melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termual 

dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar 

kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat 

dicegah. 

Andal 

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian 

yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta 

secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, 

tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka 

penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: 

1) Penyajian yang jujur 

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta 

peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara 

wajar dapat diharapkan untuk disajikan. 

2) Dapat diverifikasi 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, 

dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak 

yang berbeda, hasiinya tetap menunjukkan simpulan yang 

tidak berbeda jauh. 
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3) Nelralitas 

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak 

pada kebutuhan pihak lertentu. 

c. Dapat dibandingkan 

Informasi yang termual dalam laporan keuangan akan lebih 

berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebeiumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada 

umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan 

ekstemal. 

Perbandingan secara internal dapal dilakukan bila suatu 

entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke 

tahun. Perbandingan secara ekstemal dapat dilakukan bila entitas 

yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang 

sama. 

Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan 

akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang 

sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode 

terjadinya perubahan. 

d. Dapat dipahami 

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat 

dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah 

yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk 

itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 
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atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta 

adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang 

dimaksud. 

3. Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah 

Kata akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris accountahility 

yang berarti keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Itulah 

sebabnya, akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan atau kondisi 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Definisi lain dari, akuntabilitas 

adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan 

melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Tim Study 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP). 

Akuntabilitas {accountability) merupakan konsep yang lebih 

luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengeiolaan atas 

suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban 

untuk melaporkan, sedangkan accountability mengacu pada 

pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung 

jawab (Mardiasmo, 2009: 21). 

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit 

mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Terwujudnya 

akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. 



17 

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor 

publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal 

{horizontal accountahility) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal 

{vertical accountability). Tuntutan yang kemudian muncul adalah 

perlunya dibuat laporan keuangan ekstemal yang dapat 

menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Turner dan Humle 

pada Mardiasmo, 2009:21). 

Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yaitu: (Mardiasmo, 

2009:21) 

a. Akuntabilitas Vertikal {Vertical Accountability) 

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas 

pengeiolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya 

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintahan 

daerah, pertanggungjawaban pemerintahan daerah kepada 

pemerintah pusat, pemerintah pusat kepada MPR. 

b. Akuntabilitas Horizontal {Horizontal Accountability) 

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban 

kepada masyarakat luas. 

Definisi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur 
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dengan sasaran atau target yang lelah ditetapkan melalui laporan kinerja 

instansi pemerintah yang disusun secara periodik. (Peraturan Presiden 

No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah). Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun 

dan disampaikan dalam bentuk laporan yang disebut Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Tujuan dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah 

untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah 

sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik 

dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintahan adalah : (Inpres No. 7 Tahun 1999) 

a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat 

beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi 

masyarakat dan lingkungannya. 

b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah. 

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan nasional. 

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintaha dilaksanakan atas 

semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi 

bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah. Kegiatan yang 

menjadi perhatian utama mencakup; (Inpres No. 7 Tahun 1999) 

a. Tugas Pokok dan fungsi instansi pemerintah. 
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b. Program kerja yang menjadi isu nasional. 

c. Aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi 

instansi pemerintah. 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi ruang 

lingkup tersebut diatas dilakukan oleh setiap instansi pemerintah 

sebagai bahan pertanggungjawaban kepada presiden. Pelaksanaan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan: (Inpres 

No. 7 Tahun 1999) 

a. Mempersiapkan dan menyusun perencanaan stratejik. 

b. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor keberhasilan, tujuan, sasaran 

dan strategi instansi pemerintah. 

c. Merumuskan indikator kinerja instansi pemerintah dengan 

berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional, 

dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintahan. 

d. Memantau dan mengawasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

dengan seksama. 

e. Mengukur pencapaian kinerja dengan: 

1) Perbandingan kinerja aktual dengan rencana atau target. 

2) Perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebeiumnya. 

3) Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara 

lain atau dengan standar intemasional. 

f. Melakukan evaluasi kinerja dengan 

1) menganalisis hasil pengukuran kinerja; 
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2) Menginlerprestasikan data yang diperoleh; 

3) Membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaian 

program; 

4) Membandingkan pencapaian kegiatan, program dan 

kebijaksanaan dengan visi dan misi instansi pemerintah. 

Alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(LAKIP). Berdasarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 di atas secara singkat 

Implementasi (pelaksanaan) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(SAKIP) dituangkan dalam Renstra dan LAKIP. 

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada pokoknya 

adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam 

memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai 

komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja 

(Keputusan Kepala LAN No. 293/IX/6/8/2003). 

Penyelenggaraan SAKIP meliputi: (Keputusan Kepala LAN 

No. 293/1X/6/8/2003) 

1) Perencanaan Stratejik 

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang 

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai seiama kurun waktu 1 

(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan 
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berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, 

dan kendala yang ada alau yang mungkin timbul. Proses ini 

menghasilkan suatu rencana stratejik instansi pemerintah yang 

setidaknya memuai visi, misi, tujuan, sasaran, stratejik, kebijakan, 

dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam 

pelaksanaannya. 

2) Perencanaan Kinerja 

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan 

tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan 

sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik. Ilasil dari 

proses ini berupa rencana kerja tahunan. 

3) Pengukuran Kinerja 

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan 

strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai 

pencapaian setiap indikator guna memberikan gambaran tentang 

keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. 

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang 

menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan 

program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan. 
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visi, dan misi sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana 

stratejik. 

4) Pelaporan Kinerja 

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari 

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap 

instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpcnting 

yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah 

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pcngungkapan (disclosure) 

secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. 

B. Penelitian Sebeiumnya 

Penelitian sebeiumnya yang dilakukan oleh Rukmi (2013) yang 

berjudul Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan 

Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 

Rumusan Masalah adalah bagaimana pengaruh implementasi standar 

akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi secara parsial 

maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan? 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

seberapa besar pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan 

sistem informasi akuntansi secara parsial maupun simultan terhadap kualitas 

laporan keuangan. Hasi! penelitian adalah implementasi standar akuntansi 

pemerintahan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa 
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implemenlasi slandar akuntansi pemerintahan yang baik akan meningkatkan 

kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten/kola di Propinsi Jawa 

Barat sebagai mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 mengenai 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Implementasi sistem informasi akuntansi berpengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga 

memberikan bukti empiris bahwa sistem informasi akuntansi pemerintahan 

yang baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah 

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. 

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penerapan standar 

akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem informasi akuntansi 

berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil 

penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa standar akuntansi 

pemerintahan yang baik dan sistem informasi akuntansi pemerintahan yang 

baik akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah 

kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukan bahwa 

penciptaan akuntabilitas publik harus dilaksanakan dalam sistem dan 

standar akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan Good 

Governance, sesuai dengan PP no 24 tahun 2005. 

Persamaan penelitian sekarang dan terdahulu terletak pada variabel 

X yaitu mengenai kualitas laporan keuangan. Dan terdapat perbedaan 

variabel Y dengan penelitian sekarang yang membahas akuntabilitas kinerja 
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instansi pemerintah dan perbedaan juga terletak pada objek penelitian, 

penelitian saat ini dilakukan di kabupaten Ogan Ilir. 

Penelitian sebeiumnya yang dilakukan oleh Dodi (2014) yang 

berjudul Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas 

Pemerintah Daerah Kota Gorontalo (Studi Kasus Pada Inspektorat Kota 

Gorontalo). Rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh kualitas 

pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota 

Gorontalo? 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kualitas pelaporan 

keuangan terhadap akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pada pemerintah kota 

Gorontalo. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukan bahwa sebesar 

54,7% variabilitas akuntabilitas pemerintah Kota Gorontalo dapat 

dipengaruhi oleh Kualitas pelaporan keuangan. 

Terdapat persamaan variabel X dan Y dengan penelitian sekarang 

yaitu mengenai kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Dan terdapat perbedaan pada objek penelitian yang sekarang 

berada di kabupaten Ogan Ilir. 

Penelitian sebeiumnya dilakukan oleh Komang (2014) yang berjudul 

Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH 

Bali Tengah Kota Singaraja). Rumusan masalah yaitu apakah terdapat 
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pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah? 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adanya pengaruh 

penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah pada Dinas Kehutanan UP T KPH Bali Tengah. Hasil penelitian 

memperlihatkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Terdapat persamaan variabel Y pada penelitian sebeiumnya dan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu variabel X membahas kualitas laporan keuangan 

dan Objek penelitian berada di kabupaten Ogan Ilir. 

C. Kerangka Pemikiran 

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran 

normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat 

memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik kualitatif yaitu relevan, 

andal, dapat dibandingkan dan dapal dipahami, yang merupakan prasyarat 

normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat memenuhi kualitas 

yang dikehendaki. 

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 
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dan sasaran yang lelah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara 

periodik (SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 

tentang pedoman penyusunan dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah). 

Gambar I I . 1 
Kerangka Pemikiran 

Kualitas laporan Akuntabilitas kinerja 
keuangan • instansi pemerintah 

Sumber : Penulis, 2017 

D. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah 

Adanya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap 

akimtabilitas yaitu secara teoritis penerapan akuntansi sektor publik dan 

Pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi Pemerintah akan 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara 

parsial maupun secara bersama-sama (Urip, 2008:33). 

Dari pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kualitas 

laporan keuangan sangat berpengaruh pada akuntabilitas. Karena dengan 

adanya laporan keuangan yang baik atau berkualitas akan berindikasi pada 

akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang dibuat. 
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E . Hipotesis 

Hipotesis berasal dari kata hipo yang berarti ragu dan tesis yang 

berarti benar. Jadi, hipotesis adalah kebenaran yang masih diragukan. 

Hipotesis termasuk salah satu proposisi di samping proposisi-proposisi 

lainnya. Hipotesis dapat dideduksi dari proposisi lainnya ynag tingkat 

keberlakuannya lebih universal. Oleh karena itu, hipotesis merupakan hasil 

pemikiran rasional yang dilandasi oleh teori, dalil, hukum dan sebagainya 

yang sudah ada sebeiumnya. Hipotesis dapat juga berupa pertanyaan yang 

menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu diantara 

dua variabel atu lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada 

peluang untuk menyimpang dari kebenaran (Anwar, 2011 ;44). Berdasarkan 

teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka penulis 

mengemukakan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hi ^ Terdapat pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 



BAB III 

M E T O D E PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dapat di kategorikan beberapa macam yaitu : 

(Anwar, 2011:13-19) 

1. Penelitian Deksriplif 

Penelitian deskriptif adalah desain pcnelitian yang disusun dalam 

rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi 

ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. 

2. Penelitian Kausalitas 

Penelitian kausalitas adalah desain penelitian yang disusun untuk 

meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel. 

3. Penelitian Korelasional 

Penelitian korelasional adalah desain penelitian yang dirancang untuk 

meneliti bagaimana kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel 

dengan memperhatikan besaran koefisen korelasi. 

4. Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan adalah desain penelitian yang disusun dengan 

tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kegiatan yang 

sudah dilakukan sebeiumnya. 

5. Pcnelitian Ekperimental Yang Sebenamya 

Penelitian Eksperimental Yang Sebenamya adalah desain penelitian 

yang disusun dengan tujuan untuk meneliti adanya hubungan kausalitas 
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mengenai sikap tertentu antara kelompok yang diberi periakuan dengan 

keiompok lairmya yang tidak dikenai periakuan. 

6. Penelitian Eksperimental Semu 

Penelitian eksperimental semu adalah desain penelitian yang disusun 

untuk memperoleh informasi yang merupakan pcrkiraan bagi informasi 

yang dapat diperoleh melalui eksperimen yang sebenamya dalam 

keadaan yang tidak memungkinkan untuk memanipulasikan semua 

variabel yang relavan. 

7. Penelitian Grounded 

Penelitian grounded menggunakan fakta atau data empiris untuk 

menyusun proposisi-proposisi, menemukan konsep-konsep dan 

membuktikan serta mengembangkan teori. 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian kausalitas yaitu jenis penelitian yang disusun untuk meneliti 

kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel dan juga untuk 

mengetahui nilai pengaruh variabel kualitas laporan keuangan terhadap 

akuntabilitas kinerja intansi pemerintah. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kantor Badan 

Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan llir yang 

beralamat di Jalan Indralaya Raya Tanjung Senai. 
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C. Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel merupakan segala sesuatu yang menjadi 

subjek dalam penelitian yang diamati. Dari metode penelitian diatas, 

penelitian membuat tabcl operasionalisasi variabel sebagai berikut: 

Tabel I I I . l 
Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Pengukuran 
Kualitas Laporan Kualitas laporan keuangan a. Relavan Skala Ordinal 
Keuangan adalah ukuran-ukuran b. Andal 
(X) normatif yang perlu c. Dapat di 

diwujudkan dalam bandingkan 
informasi akuntansi d. Dapat di 
sehingga dapat memenuhi pahami 
tujuannya. 

Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah. 
( Y ) 

Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah adalah 
perwujudan kewajiban 
suatu instansi pemerintah 
untuk 
mempertanggun^awabkan 
keberhasilan atau 
kegagalan pelaksanaan 
program dan kegiatan 
yang telah diamanatkan 
para pemangku 
kepentingan dalam rangka 
mencapai misi organisasi 
secara terukur dengan 
sasaran atau target yang 
telah ditetapkan melalui 
laporan kinerja instansi 
pemerintah yang disusun 
secara periodik. 

a. Perencanaan 
Stratejik 

b. Perencanaan 
Kinerja 

c. Pengukuran 
Kinerja 

d. Pelaporan 
Kinerja 

Skala Ordinal 

Sumber: Penulis, 2017 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-

ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi, 

kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, sedangkan ciri-ciri tertentu 
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menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu. Sampel adalah bagian dari 

elemn-elemen populasi yang terpilih (Anwar, 2011:87). 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

pegawai Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten 

Ogan Ilir yang terdiri dari 35 pegawai/responden. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian adalah teknik sampling jenuh atau sensus, artinya semua 

populasi dijadikan sampel. 

E . Data yang Diperlukan 

Data penelitian pada dasamya dapat dikelompokkan menjadi: 

(Anwar, 2011:104) 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan 

oleh peneliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh 

pihak lain. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner 

yang dibagikan kepada responden instansi pemerintahan terkait. Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui opini BPK yang diperoleh 

dari situs resmi BPK RI. 
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F. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti: 

(Anwar, 2011:105-114) 

1. Cara survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau 

pengumpul data mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 

baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Cara survei terbagi menjadi 

dua bagian, yaitu 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan cara pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

b. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk menjawabnya. 

2. Cara observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses 

pcncatatan perilaku subjek (orang), subjek (benda) atau kejadian yang 

sistematik tanpa adanya pertanyaan atas komunikasi dengan individu-

individu yang diteliti. 

3. Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun 

kelembangaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, 

struktur organisasi, peraturan-peraturan, dan sebagainya, biasanya telah 

tersedia dilokasi penelitian. 
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Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik wawancara. kuesioner dan dokumentasi. Teknik wawancara 

tidak terstruktur yang dilakukan dengan menanyakan sejumlah pertanyaan 

kepada salah satu pegawai BPKAD Kabupaten Ogan llir. Teknik kuesioner 

dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan menyebar kuesioner 

kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabuapten Ogan ilir. sedangkan teknik dokumentasi dengan 

mengumpulkan data opini BPK dari Situs Resmi BPK RI. 

. Analisis Data dan Teknik Analisis 

1. Analisis Data 

Semua data, yang pada gilirannya merupakan variabel yang kita 

ukur, dapat diklasifikasikan menjadi dua (Kuncoro, 2013: 145) yaitu: 

a. Data Kuantitatif 

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik 

(angka). 

b. Data Kualitatif 

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala 

numerik. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan 

menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil 

pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. 
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Dengan kata lain, analisis kuantitatif terlebih dahulu digunakan 

kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif 

digunakan untuk melihat hasil kuesioner dengan menggunakan 

Statistic Program For Special Science (SPSS) yang berupa penilaian 

dari hasil pengisian kuesioner. 

Berbagai skala yang dapat digunakan untuk penelitian (Sugiyono, 

2010:132) yaitu : 

a. Skala Likert 

b. Skala Gutman 

c. Rating Scale 

d Semantic Deferential 

Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran, 

akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada 

bidang yang akan diukur. Pada penelitian ini skala yang akan digunakan 

adalah skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat dan pcrsepsi seseorang atau sekolompok orang tentang 

fenomena sosial. 

Pada skala likert^ maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indakator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pemyataan atau 

pertanyaan. Jawaban pada skala likert dapat bempa kata-kata, yaitu : 

Sangat Setuju = SS =5 

Setuju - S - 4 
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Nelral = N =3 

Tidak Setuju ^ TS = 2 

Sangat Tidak Setuju ^ STS = 1 

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi 

datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang 

berbantuk ordinal dinaikan skalanya menjadi interval. Proses menaikan 

skala dari ordinal menjadi interval menggunakan software (program) 

MSI {Microsoft successif Interval). 

2. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah adalah analisis regresi liner sederhana untuk 

meyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t) untuk 

mengetahui signifikasi dari variabel bebas terhadap variabel terikat 

serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung 

koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh Statistical 

Program For Special Science (SPSS). Sebelum melakukan analisis, 

sesuai dengan syarat metode OLS {Ordinary Least Square) maka lebih 

terlebih dahulu harus melakukan uji validitas dan uji realibilitas. 
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a. Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan 

untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur (Sugiyono, 2010 : 172). Dengan menggunakan 

instrumen yang valid diharapkan hasil penelitian akan menjadi 

valid, jadi instrumen yang valid merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid. 

Uji validitas kuesioner biasanya dimaksud adalah validitas 

item, yang dimaksudkan untuk mengukur ketepatan suatu item 

dalam kuesioner apakah sudah tepat dalam mengukur apa yang 

ingin diukur. Item yang valid ditunjukkan dengan adanya korelasi 

yang signifikan antara item terhadap skor total item. Untuk 

pcnentuan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, yaitu 

dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 

signifikan 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi 

signifikan terhadap skor total item (Duwi, 2016 : 51). Metode 

pengujian validitas item pada SPSS yang bisa digunakan yaitu 

dengan metode korelasi Pearson atau metode Corrected item-

Total Coreladon. 

Nilai korelasi r hitung dibandingkan dengan r tabel, r tabel 

dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data 

(n) = 15 atau df (n-2) atau (15-2) maka didapat r tabel sebesar 0,514 
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(Duwi, 2016 : 56). Jadi apabila r hitung lebih besar dari r tabel 

dinyatakan valid dan scbaliknya apabila nilai r hitung lebih kecil 

dari r tabel dinyatakan tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Setelah dapat ditemukan bahwa pemyataan dan pertanyaan 

yang digunakan dalam penelitian ini valid dengan r hitung lebih 

besar dari r tabel, maka selanjutnya pemyataan dan pertanyaan 

yang dinyatakan valid tersebut, diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas 

digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika pengukuran tersebut diulang. Metode uji reliabilitas yang 

sering digunakan adalah Cronbach's Alpha. Metode ini sangat 

cocok digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau 

skor rentangan (misal O-IO, 0-30). Untuk penentuan apakah 

instrument reliabel atau tidak, bisa digunakan batasan tertentu 

seperti 0,6 (Duwi, 2016 : 60). 

Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut 

dengan koefisien Cronbach's Alpha dengan bantuan software 

SPSS. Cronbach's Alpha mempakan uji reliabilitas untuk altematif 

jawaban lebih dari dua. Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan Cronbach's Alpha > 0,70 (Imam, 2013 : 

48). 
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c. Uji Hipotesis 

1) Uji Hipotesis secara Parsial/individu (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial/individu merupakan 

pengujian hipotesis koefisien regresi sederhana dengan hanya 

satu B (Bi atau B2) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah 

dalam uji hipotesis secara parsial atau individu yaitu : 

a) Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

H.O.I ; Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah secara parsial/individu. 

H.a. I : Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap 

Akuntabilitas Kinerja secara parsial/individu. 

b) Menentukan Taraf Nyata 

Tingkat signifikan sebesar 5%, tarif nyata dari t tabel 

ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-1, taraf nyata (a) 

berati nilai t tabel, taraf nyata dari f tabel ditentukan 

dengan derajat bebas (db) = n-k-l. 

1) H_0 ditolak apabila t hitung > t tabel, H_a diterima 

apabila t dihitung < t tabel. Berdasarkan probabilitas 

H O ditolak jika P value < 5% ,H_0 diterima jika P 

value > 5%. 



39 

2) Kesimpulan 

Menarik kesimpulan H O ditolak apabila t hitung > t 

tabel atau H_a diterima apabila t hitung < t tabel. 

d. Koefisien Determinasi 

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi 

total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel 

bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, 

maka yang digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila 

analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang 

digunakan adalah Adjusled R Square. 

Hasil perhitungan R Square dapat dilihat pada output model 

summary. Pada kolom R Square dapat diketahui berapa presentase 

yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabe! bebas terhadap 

variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan 

oleh variabel-variabe! lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian. 

e. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Regresi linear sederhana terdiri atas dua variabel. Satu 

variabel yang berupa variabel terikat/tergantung diberi simbol Y 

dan variabel kedua yang berupa variabel bebas diberi simbol X. 

Regresi sederhana ini mcnyatakan hubungan kausalitas antara dua 
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variabel dan memperkirakan nilai variabel terikat nilai berdasarkan 

nilai variabel bebas. Persamaan yang dipergunakan untuk 

memprediksi nilai variabel Y disebut dengan persamaan regresi. 

Bentuk umum dari persamaan regresi dinyatakan dengan 

persamaan matematika, yaitu : (Anwar, 2011:131 -132) 

Y - a + bX 

Dimana : 

Y = nilai prediksi dari variabel Y berdasarkan nilai variabel X 

a = titik potong Y, merupakan nilai bagi Y ketika X = 0 

b = kemiringan alau slope atau perubahan rata-rata dalam y 

untuk setiap perubahan dari satu unit X baik berupa 

peningkatan maupun penurunan 

X ^ nilai variabel X yang dipilih 

Nilai b (koefisien regresi) dan a (konstanta) dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

_ n (SXY) - (XX) (SY) 
n (EX2) - (IX)2 

SY £X 
a = b — 

n n 

n = jumlah pengamatan(sampel); 

X = nilai variabel bebas; dan 

Y = nilai variabel terikat. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum BPKAD Kabupaten Ogan Ilir 

a. Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Ogan Ilir 

Kabupaten Ogan Ilir berdiri sejak tanggal 07 Januari 2004 

sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 

37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan llir di 

Provinsi Sumatera Selatan. Masa 5 tahun pemerintahan Kabupaten 

Ogan Ilir tahun 2010-2015 sesuai dengan amanah RPJM Daerah 

Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2025 telah melaksanakan tugas 

umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta 

pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten 

Ogan Ilir memiliki 16 kecamatan, 227 desa dan 14 kelurahan. 

Jumlah desa terbanyak Kecamatan Pemulutan dengan 25 desa, 

Kecamatan Tanjung Batu dengan 19 desa, Kecamatan Indralaya 17 

desa dan 3 kelurahan, Kecamatan Tanjung Raja dengan 15 desa 

dan 4 kelurahan serta Kecamatan Indralaya Utara dengan 15 desa 

dan 1 kelurahan. 

Kabupaten Ogan Ilir memiliki tujuh badan pemerintahan 

salah satunya Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. 

Kelembahaan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten 
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Ogan llir lelah dialur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan llir 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang pembentukan organisasi dan tata 

kerja badan pengelola keuangan aset daerah. Badan pengelola 

keuangan aset daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan 

Kabupaten dalam bidang pengeiolaan keuangan aset daerah. 

b. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Ogan llir 

Untuk menjamin kelancaran tugas-tugas yang harus 

dilakukan oleh pemerintah daerah, maka dipcrlukan suatu 

koordinasi kegiatan tugas diantara masing-masing pegawai yang 

mencerminkan aktivitas tertentu yang mencakup hubungan 

diantara masing-masing bagian atau departemen, sehingga masing-

masing pegawai mengetahui tanggungjawabnya. 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang 

memberikan gambaran hubungan antara satu bagian dengan bagian 

lain dalam suatu unit organisasi atau pcrusahaan secara 

keseluruhan dimulai dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat 

terendah dalam unit organisasi tersebut. 

Struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan Aset 

Daerah (BPKAD) adalah sebagai berikut: 
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Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir 

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun 2016 yang 

telah ditetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Ogan Ilir 

adalah Terwujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul 

dan berkualitas dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. Maka Visi Misi Badan Pengelola Keuangan Aset 

Daerah (BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir yaitu sebagai berikut: 

1) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam 

pelaksana pemerintahan yang bersih yang dilaksanakan secara 

baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan. 

2) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam 

pelaksana penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam 

hal memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan 

tetap memperhatikan dan mentaati aturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam 

pelaksana penyelenggaraan sistem tata kelola administrasi 

dengan mengedepankan ketersediaan data dan dokumentasi 

sesuai tahapan proses pelaksanaan kegiatan. 
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Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Ogan llir 

1) Kepala Badan 

Kepala badan mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang 

pengeiolaan keuangan aset daerah. Fungsi kepala badan 

adalah: 

a) Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan 

peningkatan kapasistas sumber daya aparatur pengelola 

keuangan daerah Kabupaten. 

b) Penetepan Perda tentang pokok-pokok pengeiolaan 

keuangan daerah. 

c) Penetapan standar satuan harga dan analisis standar 

belanja daerah Kabupaten. 

d) Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah 

Kabupaten. 

e) Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 

f) Penetapan kebijakan pengeiolaan investasi dan aset 

daerah Kabupaten. 

g) Pelaksanaan pengeiolaan BUMD dan lembaga keuangan 

mikro Kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan 

Badan Usaha Milik Desa. 

h) Pelaksanaan pengeiolaan pinjaman dan obligasi daerah 

serta BLU Kabupaten. 
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i) Pengeiolaan data dasar perhitungan alokasi DAU 

Kabupaten. 

j ) Pengeiolaan, perencanaan dan pelaporan DAK. 

k) Pengeiolaan, Pengendalian dan pelaporan DBH 

Kabupaten. 

1) Menyampaikan laporan keuangan dan neraca per 31 

Desember kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah 

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2) Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan 

penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, 

kepegawaian dan memberikan pelayanan administrasi dan 

teknis kepada semua unsur dilingkungan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. Untuk melaksanakan tugasnya, 

Sekretaris mempunyai fungsi : 

a) Pengkoordinasian penyusunan RKA dan RKA perubahan 

SKPD 

b) Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran. 

c) Pelaksanaan monitoring anggaran SKPD. 

d) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPD. 
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e) Pelaksanaan pcncatatan dan inventarisasi barang milik 

daerah SKPD. 

f) Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 

daerah SKPD. 

g) Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD. 

h) Pengeiolaan administrasi kepegawaian. 

i) Pengeiolaan urusan rumah tangga 

j ) Pengeiolaan kearsipan. 

k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

3) Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan 

Kepala Bidan Anggaran dan Perbendaharaan 

mempunyai tugas melaksanakan urusan dan penyusunan 

program anggaran perubahan dan perhitungan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah serta pembinaan administrasi 

keuangan perangkat daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa dan 

menyiapkan bahan teknis, melaksanakan pengeiolaan, 

koordinasi, pembinaan dan pengendalian keuangan daerah. 

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Anggaran dan 

Perbendaharaan mempunyai fungsi: 

a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengeiolaan 

APBD. 
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b) Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan 

daerah. 

c) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan 

APBD. 

d) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan 

RKA, RKAP, DPA dan DPAP. 

e) Pelaksanaan penyiapan bahan nola keuangan rancangan 

APBD dan rancangan perubahan APBD. 

f) Pelaksanaan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan 

penyusunan jawaban cksekutif dalam rangka penyusunan 

APBD dan rancangan perubahan APBD. 

g) Pelaksanaan penyempumaan rancangan APBD dan 

rancangan perubahan APBD. 

h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD 

dan SKPKD. 

i) Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan 

pengesahan DPA/DPPA SKPD dan SKPKD. 

j ) Pelaksanaan penerbitan SPD sebagai pengendalian 

pelaksanaan APBD. 

k) Pelaksanaan pembinaan pengeiolaan keuangan BLUD 

dalam rangka penyusunan program. 

1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran SKPD. 
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m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

4) Kepala Bidang Akuntansi 

Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas 

menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk 

pelaksanaan akuntansi, melaksanakan prosedur akuntansi 

penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas dan akuntansi 

selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD, retuisi dan pelaporan 

keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala 

Bidang Akuntansi mempunyai fungsi : 

a) Menyiapkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis 

pelaksanaan akuntansi daerah dan akuntansi SKPD. 

b) Melaksanakan pengujian rekening belanja atas SP2D. 

c) Melaksanakan restitusi/pengembalian pendapatan daerah. 

d) Melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 

e) Menyusun laporan keuangan daerah triwulan, semester 

dan tahunan. 

f) Melaksanakan verifikasi atas penerimaan dan 

pengeluaran kas daerah. 

g) Menyajikan informasi keuangan daerah. 
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h) Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi 

penerimaan. 

i) Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan SKPD 

terkait. 

j ) Melaksanakan koreksi jumal penerimaan. 

k) Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi pengeluaran. 

1) Melaksanakan rekonsiliasi pengeluraran dengan SKPD 

terkait. 

m) Melaksanakan koreksi jumal pengeluaran. 

n) Menyusun laporan realisasi APBD semester dan 

prognosis 6 bulan berikutnya. 

o) Menyiapkan rancangan perda pertanggungjawaban 

APBD. 

p) Kepala Bidang Akuntansi 

5) Kepala Bidang Aset Daerah 

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Aset 

Daerah mempunyai fungsi : 

a) Menyiapkan peraturan tata laksana barang milik daerah 

(BMD). 

b) Melaksanakan pendataan, penatausahaan barang milik 

daerah. 
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c) Menyusun tata cara penuntutuan ganti rugi barang milik 

daerah. 

d) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan dan 

pemeliharaan BMD. 

e) Melaksanakan pengamanan, pengendalian sertifikasi, 

BPDB dan SINK BMD. 

f) Menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemda. 

g) Menyusun harga satuan umum. 

h) Melakukan penilaian dan penghapusan BMD. 

i) Menghimpun laporan mutasi barang milik daerah dan 

pengguna barang. 

j ) Menyusun laporan pembukuan, penambahan, 

pengurangan dan pemindahtanganan BMD. 

k) Melakukan pembinaan pelaporan BMD. 

1) Menyusun buku induk inventarisasi barang tahunan dan 

pengguna barang. 

Gambaran Karakteristik Responden 

Penelitian ini didasarkan pada transformasi terhadap data 

penelitian dalam tabulasi, sehingga mudah di interprestasikan dan 

mudah dipahami. Kuesioner ini telah dibagikan kepada seluruh 

pegawai BPKAD Kabupaten Ogan Ilir, kuesioner yang disebarkan 
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sebanyak 35 kuesioner dan jumlah kuesioner seluruhnya kembali dan 

layak dijadikan sumber data. 

Dari data yang terkumpul, diperoleh deskripsi responden yang 

dibagi berdasarkan jenis kelamin, umur responden, dan tingkat 

pendidikan di BPKAD Kabupaten Ogan Ilir. Adapun gambaran umum 

responden disajikan dalam tabel V I . 1 berikut: 

Tabel IV. l 
Gambaran Umum Responden 

Uraian Frekuensi Presentase 
Jenis Kelamin 
Pria 22 63% 
Wanita 13 37% 
Umur 
20-30 7 20% 
31-40 17 49% 
41-50 11 31% 
Tingkat Pendidikan 
SMA 2 6% 
D3 6 17% 
SI 22 63% 
S2 5 14% 
Sumber : Data Primer yang Diolah, 2017 

Dari tabel I V . l diatas, dapat dilihat bahwa gambaran responden 

berdasarkan jenis kelaminnya, sebagian besar responden berjenis 

kelamin pria yaitu sebanyak 22 orang sedangkan, responden wanita 

sebanyak 13 orang. Berdasarkan umur responden, maka rata-rata umur 

responden antara 31-40, hal ini dilihat dari presentase umur responden 

yaitu sebesar 49%. Dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas responden 

berasal dari tamatan SI , yaitu sebanyak 22 orang. Hal ini berarti bahwa, 

pola pikir dari pegawai BPKAD Kabupaten Ogan Ilir telah cukup 

memadai untuk mampu menjalankan tugasnya. 
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Gambaran Karakteristik Variabel 

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 2 

variabel, 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas adalah 

Kualitas Laporan Keuangan (X) dan variabel terikat adalah 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Y). 

Butir pemyataan pada variabel bebas (X) berjumlah 15 

pemyataan yang terdiri dari 4 indikator yaitu relavan, andal, dapat 

dibandingkan, dapat dipahami. Butir pemyataan pada variabel terikat 

(Y) berjumlah 4 indikator yaitu perencanaan stratejik, perencanaan 

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. 

Tujuan diberikan pemyataan tersebut adalah untuk mengetahui 

pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. Data ordinal yang sudah diberikan skor kemudian 

disusun kedalam tabulasi yang membantu peneliti dalam melakukan 

berbagai analisis pada penelitian ini. Kemudian skor atas jawaban 

responden dijumlahkan berdasarkan variabel masing-masing 

responden. Rekapitulasi data mengenai jawaban responden tentang 

Kualitas Laporan Keuangan (X) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (Y) dapat dilihat dari tabel IV.2 berikut: 

Tabel IV.2 
Hasil Total Jawaban Responden 

Responden Data Ordinal Data Interval Responden 

X Y X Y 

1 63 43 42,011 21,418 
2 69 45 49,969 24.572 

3 66 41 45,708 18,219 

4 75 49 58,332 30,522 
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5 51 40 25,710 16,588 
6 53 43 30,330 22,358 
7 56 38 32,244 13,605 

8 73 50 55,601 32,125 
9 73 50 55,601 32,125 

10 64 47 43,406 27,501 

It 60 40 37,586 16,588 
12 55 38 31,446 14,120 

13 72 49 54,163 30,713 
14 59 48 36,265 28,988 
15 63 43 42,011 21,418 
16 59 48 36,017 29,022 
17 59 44 36,456 22,594 
18 65 47 45,205 27,484 
19 60 45 37,586 24,282 
20 48 42 21,963 19,654 
21 75 50 58,332 32,125 
22 69 49 50,104 30,713 
23 69 49 50,104 30,713 
24 60 45 37,586 24,523 
25 65 47 44,464 27,682 
26 70 47 51,268 27,405 
27 70 43 51,268 21,420 
28 66 45 45,613 24,325 
29 60 40 37,586 16,588 
30 50 45 24,776 24,348 
31 53 40 29,331 16,588 
32 75 46 58,332 27,490 
33 58 40 34,932 16,588 
34 58 45 35,635 24,770 
35 58 45 35,635 24,770 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 

Untuk melihat hasil jawaban responden dari hasil tabulasi yang 

lebih rinci dapat dilihat di lampiran I I I , karena syarat untuk melakukan 

analisis regresi. data harus interval. Maka data ordinal tersebut diubah 

menjadi data interval dengan menggunakan program {software) MSI 

(Microsoft Successive Interval). 
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Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Ogan llir dinilai dengan 

menggunakan tabelaris dengan kuesioner yang diterima sebanyak 35 

yaitu sebagai berikut: 

a. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X) 

Kualitas laporan keuangan diukur dengan 15 item 

pemyataan, adapun analisis deskriptif hasil jawaban responden 

dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel IV.3 
Analisis jawaban Responden 

Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X) 

Pemyataan SS S b TS STS Pemyataan I % X % X % X % X % 
PI 4 11 23 66 8 23 
P2 9 26 18 51 8 23 
P3 14 40 16 46 5 14 
P4 12 34 18 52 5 14 
P5 6 17 18 51 9 26 2 6 
P6 14 40 18 51 3 9 
P7 13 37 14 40 8 23 
P8 17 48,5 17 48,5 ] 3 
P9 17 49 13 37 5 14 
PIO 11 31 17 49 7 20 
Pl l 10 29 20 57 4 U 1 3 
P12 8 23 23 66 4 11 
P13 17 48 15 43 2 6 1 3 
P14 15 43 19 54 I 3 
P15 12 34 21 60 2 6 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel IV.3 di atas hasil jawaban responden 

mengenai indikator kualitas laporan keuangan terlihat pada 

pemyataan pertama yaitu, laporan keuangan yang dibuat oleh 
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BPKAD disajikan tepat waktu. Diketahui sebanyak 4 atau 11% 

responden menyatakan sangat setuju dan sebanyak 23 atau 66% 

responden yang menyatakan setuju, hal ini dapat dilihat dari alasan 

responden yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat 

oleh BPKAD disajikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. 

Sebanyak 8 atau 23% responden yang menyatakan netral dengan 

alasan terkadang laporan keuangan disajikan tidak tepat waktu. 

Pemyataan kedua dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan 

disajikan secara jujur. Sebanyak 9 alau 26% responden yang 

menyatakan sangat setuju dengan alasan laporan keuangan yang 

berkualitas akan disajikan secara jujur. Sebanyak 18 atau 51% 

responden yang menyatakan setuju dengan alasan pada dasamya 

laporan keuangan harus disajikan secara jujur karena sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Sebanyak 8 atau 23% responden yang 

menyatakan netral dengan alasan laporan keuangan yang dibuat 

terkadang tidak disajikan dengan jujur dengan alasan tertentu. 

Pemyataan ke tiga dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan 

yang dibuat BPKAD sesuai dengan sasaran yang akan diukur. 

Sebanyak 14 atau 40% responden yang menyatakan sangat setuju 

dan sebanyak 16 atau 46% responden menyatakan setuju dengan 

alasan laporan keuangan yang dibuat hams sesuai sasaran yang 

diukur. Sebanyak 5 atau 14% responden yang menyatakan netral 
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dengan alasan tidak semua laporan keuangan dibuat sesuai dengan 

sasaran yang diukur. 

Pemyataan keempat dari tabel IV.3 yaitu, Laporan 

Keuangan BPKAD disajikan secara lengkap mencakup semua 

informasi akuntansi. Sebanyak 12 atau 34% responden yang 

menyatakan sangat setuju dengan alasan bahwasanya laporan 

keuangan harus disajikan berdasarkan informasi akuntansi. 

Sebanyak 18 atau 51% responden yang menyatakan setuju dengan 

alasan laporan keuangan memang sudah seharusnya disajikan 

memuat informasi akuntansi. Sebanyak 5 atau 14% responden 

yang menyatakan netral dengan alasan membuat laporan keuangan 

tidak semuanya hams memuat informasi akuntansi didalanmya. 

Pemyataan ke lima dari tabel IV.3 yaitu, penyajian laporan 

keuangan BPKAD diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak 

berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Sebanyak 6 atau 17% 

responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan laporan 

keuangan yang buat akan dipublikasikan untuk umum. Sebanyak 

18 atau 51% responden yang menyatakan setuju dengan alasan 

laporan keuangan yang dibuat hams disajikan kepada umum untuk 

mengetahui dan menilai kinerja dari pemerintah tersebut. 

Seabanyak 9 atau 26% responden yang menyatakan netral dengan 

alasan laporan keuangan yang dibuat terkadang tidak disajikan 

untuk kebutuhan umum. Sebanyak 2 atau 6% respoden 
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menyatakan tidak setuju dengan alasan laporan keuangan dibuat 

untuk kepentingan beberapa pihak saja bukan untuk kepentingan 

umum. 

Pemyataan ke enam dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan 

BPKAD yang dihasilkan dapat membantu dalam mempekirakan 

aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode 

berikutnya. Sebanyak 14 atau 40% responden yang menyatakan 

sangat setuju dengan alasan sebagai bahan pertimbangan untuk 

mengambil keputusan pada periode berikutnya. Sebanyak 18 atau 

51 % responden yang menyatakan setuju dengan alasan hal tersebut 

memang bertujuan untuk mengetahui aktivitas pemerintah yang 

berhubungan dengan keuangan yang akan dilakukan pada periode 

berikutnya. Sebanyak 3 atau 9% yang menyatakan netral dengan 

alasan tidak semua laporan keuangan yang dihasilkan dapat 

memperkirakan aktivitas keuangan pada periode berikutnya. 

Pemyataan ke tujuh dari tabel IV.3 yaitu, laporan keuangan 

BPKAD yang dihasilkan memberikan informasi untuk 

mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa kini. Sebanyak 13 atau 

37% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan 

laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu memberikan 

informasi kepada pegawai setempat dalam mengevaluasi peristiwa 

masa lalu dan masa kini. Sebanyak 14 alau 40% responden yang 

menyatakan setuju dengan alasan laporan keuangan pada masa lalu 
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akan memberikan informasi yang berguna dalam pembuatan 

laporan keuangan pada masa kini dengan informasi yang telah 

dievaluasi dari laporan keuangan pada masa lalu. Sebanyak 8 atau 

23% responden menyatakan netral dengan alasan laporan 

keuangan yang dihasilkan tidak dibuat dengan tepat sehingga 

informasi yang didapat salah sehingga akan menimbulkan masalah 

baru untuk masa kini. 

Pemyataan ke delapan dari tabel IV.3 yaitu, laporan 

keuangan BPKAD dapat dibandingkan dengan laporan keuangan 

periode selanjutnya. Sebanyak 17 atau 48,5% responden yang 

menyatakan sangat setuju dan setuju dengan alasan laporan 

keuangan yang dihasilkan pada periode saat ini akan dibandingkan 

dengan laporan keuangan pada periode yang lalu dengan maksud 

untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi di periode yang lalu 

sehingga laporan keuangan yang dihasilkan pada periode sekarang 

lebih berkualitas. Sebanyak 1 atau 3% responden yang mcnyatakan 

netral dengan alasan pada laporan keuangan yang dihasilkan pada 

periode saat ini masih sebanding dengan periode sebeiumnya 

sehingga tidak terjadi peningkatan pada periode saat ini. 

Pemyataan ke sembilan dari tabel IV.3 yaitu, laporan 

keuangan BPKAD dapat membantu dalam pengambilan 

keputusan. Sebanyak 17 alau 49% responden yang mcnyatakan 

sangat setuju dengan alasan laporan keuangan disajikan harus 
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berkualitas sehingga mampu membantu pemerintah dalam proses 

pengambilan keputusan yang benar. Sebanyak 13 atau 37% 

responden yang menyatakan setuju dengan alasan laporan 

keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah berguna dalam 

pengambilan keputusan. Sebanyak 5 atau 14% responden yang 

menyatakan netral dengan alasan ketika laporan keuangan yang 

disajikan secara tidak jujur maka keputusan yang diambil akan 

salah sehingga akan berdampak yang tidak baik untuk pemerintah 

tersebut. 

Pemyataan ke sepuluh dari tabel IV.3 yaitu, informasi 

dalam laporan keuangan BPKAD dapat diuji. Sebanyak 11 atau 

31% responden menyatakan sangat setuju ketika laporan keuangan 

yang dihasilkan dapat diuji itu berarti laporan keuangan yang 

dihasilkan berkualitas. Sebanyak 17 atau 49% responden yang 

menyatakan setuju dengan alasan informasi yang disajikan di 

dalam laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas 

apabila laporan keuangan tersebut dapat diuji kebenarannya. 

Sebanyak 7 atau 20% responden yang menyatakan netral dengan 

alasan ada laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas 

sehingga tidak perlu diuji lagi kebenaranya. 

Pemyataan ke sebelas dari tabel IV.3 yaitu, informasi yang 

disajikan dalam laporan BPKAD digunakan untuk peningkatan 

akuntabilitas kinerja. Sebanyak 10 atau 29% responden yang 
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menyatakan sangat setuju dengan alasan informasi yang disajikan 

di dalam laporan keuangan dapat dilihat berkualitas atau tidaknya 

sehingga bisa menjadi tolak ukur dalam penilaian akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah tersebut. Sebanyak 20 atau 57% 

responden yang menyatakan setuju dengan alasan apabila 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut meningkat 

otomatis laporan keuangan yang dihasilkan pasti berkualitas. 

Sebanyak 4 atau 11 % responden menyatakan netral dengan alasan 

peningkatan akuntabilitas kinerja dapat diukur tidak hanya dari 

informasi di dalam laporan keuangan saja. Sebanyak 1 atau 3% 

responden yang menyatakan tidak setuju karena laporan keuangan 

yang dihasilkan tidak mempengaruhi peningkatan akuntabilitas 

kinerja. 

Penyataan ke duabelas dari tabel IV.3 yaitu, kualitas 

laporan keuangan untuk mengukur target. Sebanyak 8 atau 23yo 

resonden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan target 

dapat ditentukan dengan melihat kualitas dari laporan keuangan 

yang dihasilkan. Sebanyak 23 atau 66% responden yang 

menyatakan setuju dengan alasan dengan melihat laporan 

keuangan yang dihasilkan berkualitas atau tidak, dapat mengukur 

target yang akan dicapai. Sebanyak 4 atau 11% responden yang 

menyatakan netral dengan alasan tidak hanya kualitas laporan 

keuangan yang dapat menukur target yang akan dicapai. 
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Pemyataan ke tigabelas dari tabel IV.3 yaitu, kualitas 

laporan keuangan untuk mengukur sasaranya. Sebanyak 17 atau 

48% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan 

berkualitas atau tidaknya laporan keuangan yang dihasilkan untuk 

mengukur sasarannya. Sebanyak 15 atau 43% responden yang 

menyatakan setuju dengan alasan untuk menyusun sasarannya 

laporan keuangan yang dihasilkan haruslah berkualitas. Sebanyak 

2 atau 6% yang menyatakan netral dengan alasan untuk mengukur 

sasaran tidak hanya dilihat dari berkualitas atau tidaknya laporan 

keuangan yang telah dihasilkan. Sebanyak 1 atau 3% responden 

yang menyatakan tidak setuju dengan alasan laporan keuangan 

tidak mampu mengukur sasarannya. 

Pemyataan ke empatbelas dari tabel IV.3 yaitu, laporan 

keuangan dinyatakan dengan istilah yang mudah dipahami. 

Sebanyak 15 alau 43% responden yang menyatakan sangat setuju 

dengan alasan laporan keuangan dibuat berdasarkan SAP yang 

berlaku sehinga mudah dipahami. Sebanyak 19 atau 54% resonden 

yang menyatakan setuju dengan alasan istilah yang dimuat didalam 

laporan keuangan sudah sesuai dengan SAP yang berlaku sehingga 

akan mudah dipahami. Sebanyak 1 atau 3% responden yang 

menyatakan netral dengan alasan masih ada laporan keuangan 

dibuat dengan menggunakan istilah yang sulit dipahami. 
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Pemyataan ke limabelas dari tabel IV.3 yaitu, informasi 

yang disajikan di dalam laporan keuangan dapat dengan mudah 

dipahami oleh para pengguna. Sebanyak 12 atau 34% responden 

yang menyatakan sangat setuju dengan alasan laporan keuangan 

hams dapat dipahami dengan menggunakan penulisan dan bahasa 

yang baik dan benar. Sebanyak 21 alau 60% responden yang 

menyatakan setuju dengan alasan laporan keuangan harus mudah 

dipahami oleh orang lain agar supaya tidak terjadi kesalahan pada 

saat pengambilan keputusan. Sebanyak 2 atau 6% responden yang 

menyatakan netral dengan alasan masih terdapat bahasa yang sukar 

dipahami oleh pengguna dalam menyajikan informasi di dalam 

laporan keuangan. 

Berdasarkan uraian tentang kualitas laporan keuangan 

dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan 

berkualitas jika laporan keuangan yang disajikan sudah dapat diuji 

kebenarannya, kejujurannya dan dapat dipahami dengan mudah 

oleh pengguna. Dengan laporan keuangan yang berkualitas itu 

berarti terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi terkait. 

Serta laporan keuangan hams menggunakan informasi akuntansi 

sehingga dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode 

sebeiumnya dan periode sekarang. Laporan keuangan dibuat agar 

dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh instansi 

pemerintah terkait. 
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b. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Variabel akuntabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

10 item pemyataan. Adapun analisis deskriptif hasil jawaban 

responden variabel akutabilitas dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel IV.4 
Analisis jawaban Responden 

Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

Pemyataan SS S , N rs STS Pemyataan 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 
PI 17 48,5 17 48,5 I 3 
P2 18 51 17 49 
P3 22 63 13 37 
P4 14 40 21 60 
P5 20 57 15 43 
P6 17 49 18 51 
P7 14 40 20 57 1 3 
P8 23 66 12 34 
P9 19 54 14 40 2 4 

PIG n 31 20 57 3 9 1 3 
Sumber; Data Primer yang Diolah, 2017 

Berdasarkan tabel IV.4 di atas hasil jawaban 

responden mengenai indikator akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah terlihat pada pemyataan pertama yaitu, adanya 

keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program 

atau kegiatan.. Sebanyak 17 atau 48,5% responden yang 

menyatakan sangat setuju dengan alasan bahwasanya keterkaitan 

antara pencapaian kinerja dengan program atau kegiatan itu hams 

ada agar sistem kerja beijalan dengan baik. Sebanyak 17 atau 

48,5% responden yang menyatakan setuju dengan alasan ha! 

tersebut sudah berkaitan karena pencapaian kinerja dinilai dari 

program atau kegiatan yang dijalankan. Sebanyak 1 atau 3% 
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responden yang menyatkan netral dengan alasan hal itu tidak 

terlalu bernilai bagi kinerja instansi pemerintah. 

Pemyataan kedua dari tabel 1V.4 yaitu, kejelasan sasaran 

anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan 

pemimpin. Sebanyak 18 atau 51% responden yang menyatakan 

sangat setuju dengan alasan pemerintah hams bersikap terbuka 

terhadap alokasi penggunaan anggaran. Sebanyak 17 atau 49% 

responden yang menyatakan setuju dengan alasan bahwa pada 

dasamya anggaran bersifat sensitif dan hams memiliki kejelasan. 

Pemyataan ketiga dari tabel IV.4 yaitu, visi dan misi 

program selalu ditetapkan sesuai rencana stratejik organisasi. 

Sebanyak 22 atau 63% responden yang menyatakan sangat setuju 

dengan alasan agar mengetahui tujuan dari program tersebut. 

Sebanyak 13 atau 37% responden yang menyatakan setuju dengan 

alasan agar sistem kerja pemerintah berkesinambungan antara visi 

dan misi program dengan sasaran program alau kegiatan yang ada. 

Pemyataan ke empat dari tabel IV.4 yaitu, indikator kinerja 

perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program. Sebanyak 20 

atau 40% responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan 

indikator kinerja digunakan untuk menilai kinerja yang telah 

dijalankan dari program atau kegiatan tersebut. Sebanyak 21 atau 

60% responden yang menyatakan setuju dengan alasan lebih 
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memaksimalkan dan bisa mcnghasiikan laporan dengan lebih baik 

yang sesuai dengan indikator. 

Pemyataan ke lima dari tabel IV.4 yaitu. melakukan analisis 

keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan. 

Sebanyak 20 atau 57% responden yang menyatakan sangat setuju 

dengan alasan agar dapat mengukur dan mengetahui hasil 

pencapaian kinerja setiap kegiatan atau program keuangan yang 

dilaksanakan. Sebanyak 15 atau 43% responden yang menyatakan 

setuju dengan alasan hal tersebut dilakukan agar lebih efektif dan 

efisien karena bisa mengukur seberapa besar hasil pencapaian 

program atau kegiatan keuangan yang dilaksanakan. 

Pemyataan ke enam dari tabel IV.4 yaitu, membuat laporan 

kepada alasan setiap kegiatan atau program yang telah 

dilaksanakan. Sebanyak 17 atau 49% responden yang menyatakan 

sangat setuju dengan alasan hal tersebut memang sudah sehamsnya 

dilakukan. Sebanyak 18 atau 51% responden yang menyatakan 

setuju dengan alasan sebagai bukti laporan pertanggungjawaban 

dari pegawai kepada pimpinannya untuk mengetahui kinerja para 

pegawainya. 

Pemyataan ke tujuh dari tabel IV.4 yaitu, melakukan 

pengecekan terhadap jalannya program. Sebanyak 14 atau 40% 

responden yang menyatakan sangat setuju dengan alasan untuk 

mengetahui apakah program tersebut mcmang bonar-benar 
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dilakukan alau hanya sekedar laporan yang diberikan oleh aparat. 

Sebanyak 20 atau 57% responden yang menyatakan setuju dengan 

alasan kama penggecekan harus dilakukan untuk mengetahui 

seberapa banyak progam lelah dijalankan oleh aparat pemerintah. 

Sebanyak 1 atau 3% responden yang menyatakan netral dengan 

alasan dapat menggangu kinerja apabila menggecek pada saat 

program sedang berjalan. 

Pemyataan ke delapan dari tabel IV.4 yaitu, pelaksanaan 

kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang 

jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau 

program. Sebanyak 23 atau 66% responden yang menyatakan 

sangat setuju dengan alasan dengan indikator kinerja yang ada 

maka program atau kegiatan memiliki kejelasan penilaian 

kinerjanya. Sebanyak 12 atau 34% responden yang menyatakan 

setuju dengan alasan penilaian kinerja sudah seharusnya memilki 

indikator penilaian agar supaya lebih efektif dan baik. 

Pemyataan ke sembilan dari tabel IV.4 yaitu, kegiatan atau 

program yang disusun telah diakomodir setiap perubahan dan 

tuntutan yang ada di masyarakat. Sebanyak 19 atau 54% responden 

yang menyatakan sangat setuju dengan alasan program atau 

kegiatan dibuat untuk masyarakat harus sesuai dengan tuntutan 

mtisyarakat. Sebanyak 14 atau 40% responden yang menyatakan 

setuju dengan alasan lebih mengetahui apa yang menjadi keluhan 
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dan keinginan masyarakat. Sebanyak 2 atau 6% responden yang 

menyatakan tidak setuju dengan alasan bisa dilakukan sejalan 

dengan program ditahun sebeiumnya. 

Pemyataan ke sepuluh dari tabel IV.4 yaitu, LAKIP 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan 

program atau kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. Sebanyak 11 atau 31 % responden yang 

menyatakan sangat setuju dengan alasan LAKIP dasar penilaian 

dan sebagai bahan pertimbangan. Sebanyak 20 atau 57% 

responden yang menyatakan setuju dengan alasan pemerintah lebih 

bisa melakukan perencaraan program atau kegiatan dengan banyak 

pertimbangan. Sebanyak 4 atau 9% responden yang menyatakan 

netral dengan alasan pada dasamya program yang direncanakan 

bisa saja dilakukan tepat waktu dan bisa juga tidak. Sebanyak 1 

atau 3% responden yang menyatakan tidak setuju dengan alasan 

bisa dilakukan tepat waktu bisa tidak karena adanya kendala kerja 

pada saat dipemerintahan. 

Berdasarkan uraian tentang akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah dapat disimpulkan pada dasamya kinerja pemerintah 

memiliki indikator penilaian tersendiri dengan alasan dapat 

menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih berkualitas 

serta terlaksana atau tidaknya program atau kegiatan yang telah 

dibuat bisa mnejadi tolak ukur dalam penilaian keberhasilan atau 
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kegagalan suatu instansi pemerintah dalam mencapai akuntabilitas 

kineija yang lebih baik dari sebeiumnya. 

B. Hasil Pengeiolaan Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan terhadap item-item pertanyaan dari 

masing-masing variabel yang ada dalam kuesioner. Uji validitas 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item-item yang 

membentuk konsep yang telah disusun dapat mewakili variabel 

apabila rniiung dari pemyataan lebih besar dari nilai rtabei. Korelasi 

harus memiliki nilai atau arah yang positif. Arah positif tersebut 

berarti bahwa r bt (nilai korelasi yang akan digunakan untuk 

mengukur validitas) hams lebih besar dari rtabei. 

Nilai rtabei untuk populasi dalam penelitian ini sebanyak 35 

responden dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikasi 

sebesar 5% dan n ^ 35 adalah 0,325. Jadi, apabila niUung lebih kecil 

dari 0,325 maka pemyataan tersebut dianggap tidak valid, 

a. Kualitas Laporan Keuangan (X) 

Hasil dari pengujian validitas dari butir pemyataan 

pada variabel Kualitas Laporan Keuangan (X) adalah sebagai 

berikut: 
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Hasil Pengu 
Tabel IV.5 
ian Validitas Variabel X 

Butir Pemyataan r hitung r tabcl Status 
1 0,709 0,325 \ r 1 • J 

V a l i d 
2 /\ ^ A r' 

0,746 
0,325 V a l i d 

3 0,791 0,325 Val id 
4 A " 7 1 A 

0,739 
A O A C 

0,325 Val id 

5 A Tt A 

0,730 
A O A C 

0,325 Val id 

6 U,5i5 Val id 

7 0,663 0,325 V a l i d 

8 0,833 0,325 V a l i d 

9 0,874 0,325 Val id 

10 0,841 0,325 V a l i d 
11 0,820 0,325 V a l i d 

12 0,675 0,325 V a l i d 

13 0,682 0,325 V a l i d 

14 0,669 0,325 V a l i d 

15 0,875 0,325 V a l i d 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2 0 1 7 

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan 

terhadap 15 butir pemyataan dari variabel kualitas laporan 

keuangan (X) didapatkan hasil bahwa 15 butir pemyataan 

dinyatakan valid, karena mmng > rtabd atau rhuung lebih besar 

dari 0 ,325 . 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

Hasil dari pengujian validitas dari butir pemyataan 

pada variable Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Y)adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.6 
Hasil Pengujian Validitas Variabel Y 

Butir 
Pemyataan r hitung r tabel Status 

1 0 ,584 0 ,325 Valid 
2 0 ,756 0 ,325 Valid 
3 0 ,779 0 ,325 Valid 
4 0 ,624 0 ,325 Valid 
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5 0,594 0,325 Valid 
6 0.739 0,325 Valid 
7 0,758 0,325 Valid 
8 0,679 0,325 Valid 
9 0,761 0,325 Valid 
10 0,463 0,325 Valid 

Sumber: Ha.sil Pengolahan Data, 2017 

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan 

terhadap 10 butir pemyataan dari variabel akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (Y) didapatkan hasil bahwa butir 

pemyataan dinyatakan valid, karena rhuung > nau-i atau rhuung 

lebih besar dari 0.325. 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap 

butir-butir pemyataan dalam variabel X dan Y. didapatkan 

seluruh butir pemyataan yang valid. Variabel X memiliki 15 

butir pemyataan yang valid dan variabel Y memiliki 10 butir 

pemyataan yang valid. 

Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas adalah pengujian dengan cara 

mengkorelasikan skor ganjil dan skor genap. Hasil pengujian 

reliabilitas menerangkan bahwa alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha 

item > nilai alpha maka reliabel, sedangkan jika nilai 

Cronbach's Alpha item < nilai alpha maka tidak reliabel. 

Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 
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dapat diterima, dan 0,8 adalah baik. Dari program SPSS yang 

digunakan, hasil yang diperoleh dalam pengujian reliabilitas 

ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel IV.7 
Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Cronbach's 
Alpha 

r tabel Status 

X 0,948 0,7 Reliabel 
Y 0,864 0,7 Reliabel 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, nilai Cronhach's 

Alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari nilai r 

product moment (rtabei). Oleh karena itu, seluruh butir 

pemyataan dalam masing-masing variabel dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas, 

maka dapat dipastikan beberapa butir, yang lulus dalam uji 

validitas dan uji reliabilitas, merupakan data yang valid dan 

reliabel. Data yang valid dan reliabel tersebut bam dapat 

digunakan sebagai data, yang akan diolah untuk melakukan 

analisis pada tahap berikutnya. 

Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar 

variabel-variabe] yang lebih dari satu dengan variabel terikat. 
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Unluk melakukan uji regresi linear sederhana ini dengan SPSS 

21 maka hasil yang didapat dapat dilihat pada tabel IV.8: 

Tabel IV.8 
Hasil Uji Regresi 

Coefficients^ 

Model 

Un standardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients Model 

B Std. Error Beta 

(Constant) 8.610 3.002 

1 Kualitas Laporan .371 .070 .679 

Keuangan 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 

Y = a + biXi 

Y - 8 , 6 1 0 + 0371 

Dari persamaan regresi tersebut menggambarkan bahwa: 

Nilai koefisien regresi kualitas laporan keuangan (X) 

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), adalah 

sebesar 0,371 (37,1%), berarti bahwa kualitas laporan 

keuangan (X) mempunyai hubungan terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (Y), yaitu sebesar 37,1%, artinya 

jika ada peningkatan kualitas laporan keuangan (X) sebesar 

100 %, maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (Y) sebesar 37,1%, begitujuga sebaliknyajika ada 

penurunan kualitas laporan keuangan (X) sebesar 100%, maka 

akan menurunkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

(Y) sebesar 37,1%. Jadi kualitas laporan keuangan 
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berhubungan positif secara parsial terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. 

4. Uji Hipotesis t 

Untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimanakah 

pengaruh kualitas laporan keuangan (X) terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (Y), maka hasiinya diuji dengan 

menggunakan uji t, dapat dilihat dari tabel IV.9 berikut: 

Tabel IV.9 
Hasil Uji t 

Coefficients^ 

Unstandardized Standardized 

Model Coefficients Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

Sig. 

(Constant) 8.610 3.002 2.868 .007 

1 Kualitas .371 .070 .679 5.310 .000 Laporan .000 

Keuangan 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui nilai 

thitung untuk variabel kualitas laporan keuangan (X) sebesar 

5,310 sedangkan, nilai ttabei dengan taraf nyata (a) sebesar 0,05 

(5%) serta df = n-k-1 (35-1-1) - 33 adalah sebesar 1,692. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima karena 

nilai thitung 5,310 > ttabei 1,692. 

Hasil uji hipotesis individual untuk variabel kualitas 

laporan keuangan (X) menunjukan bahwa variabel tersebut 
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secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (Y). 

Hal ini dapat di gambarkan dengan diterimanya Ha dan 

ditolaknya Ho serta nilai signifikasi X 0,000 lebih kecil dari 

0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan 

secara signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

5. Koefisien Determinasi 

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau 

presentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan 

oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah 

regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai R 

Square. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah 

regresi berganda, maka yang digunakan adalah nilai Adjusted 

R Square. R Square dapat dilihat pada tabel IV.IO berikut: 

Tabel IV.IO 
Koefisien Determinasi 

Model Summary'' 

Mode 

1 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .679^ .461 .444 4.135 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan 

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017 

Berdasarkan tabel IV. 10 diperoleh nilai R Square 0,461 

atau 46,1%. Hasii ini berarti 46,1% variabel Akuntabilitas 
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Kinerja Instansi Pemerintah dipengaruhi oleh variabel 

Kualitas Laporan Keuangan (X) sedangkan sisanya 53,9% 

dipengaruhi oleh faktor Iain yaitu akuntansi sektor publik dan 

anggaran berbasis kinerja. 

. Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil analisis deskripsi jawaban responden atas item pemyataan 

kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini menunjukan bahwa dari 

hasil tabulasi skor jawaban tersebut, tampak terlihat bahwa responden 

cendemng memilih jawaban variabel kualitas laporan keuangan pada 

kisaran skor 4, 5 dan 3. Dari ke 15 item pemyataan terlihat bahwa pada 

item pemyataan ke delapan yaitu mengenai, laporan keuangan dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan. Terlihat bahwa 

kecendemngan responden menjawab pada skor 5 dan 4 sebanyak 17 

atau 48,5% responden menyatakan sangat setuju dan setuju dengan 

alasan laporan keuangan yang dihasilkan sangat membantu dalam 

menggambilan keputusan yang benar. 

Hasil analisis deskripsi jawaban responden atas item pemyataan 

akuntabilitas kineija instansi pemerintah dalam penelitian ini 

menunjukan bahwa dari hasil tabulasi skor jawaban tersebut, tampak 

terlihat bahwa responden cenderung memilih jawaban variabel 

akuntabilitas kineija instansi pemerintah pada kisaran skor 4 dan 5. 

Dari ke 10 item pemyataan terlihat bahwa pada item pemyataan ke 



77 

delapan yaitu mengenai, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan 

ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat 

keberhasilan suatu kegiatan atau program. Terlihat bahwa 

kecendemngan responden menjawab pada skor 5 dan 4 sebanyak 66% 

responden menyatakan sangat setuju dan 34% resonden menyatakan 

setuju dengan alasan kinerja sudah sehamsnya memiliki indikator 

penilaian agar akuntabilitas kinerja pemerintah berjalan lebih efektif 

untuk kesuksesan dari kegiatan atau program itu sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan 

bahwa kualitas laporan keuangan dapat mempengamhi akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Ogan llir. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis secara parsial diketahui thitung lebih kecil dari tiabci 

maka dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan (X) secara 

signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). 

Hasil pcnelitian ini membuktikan bahwa terciptanya 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan syarat terciptanya 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Bentuk 

pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja pemerintah salah satunya 

dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan 

PP No.7! tahun 2010 laporan keuangan pemerintah dapaat dikatakan 

berkualitas apabila laporan keuangan memenuhi unsur relavan, andal, 

dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan keuangan daerah juga 

dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangannya mendapatkan 
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opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), apabila laporan keuangan tersebut mendapatkan 

opini selain WTP maka dapat dikatakan kualitas dari laporan keuangan 

masih belum maksimal dikarenakan belum menerapkan standar 

akuntansi pemerintah (SAP) dengan baik dan benar. 

Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) diyakini akan 

berdampak kepada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah, 

yang berarti laporan keuangan pemerintah akan dapat dijadikan dasar 

pengambilan keputusan dan juga terwujudnya transparansi serta 

akuntabilitas. 

Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa kualitas 

laporan keuangan dapat meningkatkan akuntabilitas pada pemerintah 

tersebut, laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu 

bentuk atau pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan 

akuntabilitas, laporan keuangan merupakan salah salu bentuk 

mekanisme pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan sebagai dasar 

untuk pengambilan keputusan. Karena laporan keuangan tersebut akan 

digunakan untuk pembuatan keputusan, maka laporan keuangan 

pemerintah daerah perlu dilengkapi dengan pcngungkapan yang 

memadai mengenai informasi-inlbrmasi yang dapat mempengaruhi 

keputusan. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nugraeni (2015) yang membuktikan bahwa standar akuntansi 
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pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi 

tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan 

kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja. 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab IV, mengenai 

pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis bahwa kualitas laporan keuangan (X) secara signifikan 

memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). 

Hasil pcnelitian ini membuktikan bahwa terciptanya akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik. Bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) 

kinerja pemerintah salah satunya dengan menyajikan laporan keuangan 

yang berkualitas. Dengan kata lain, apabila akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintah yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang 

berkualitas. 

B. SARAN 

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab IV, maka penulis 

memberikan saran bagi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir. Diharapkan bagi para 

pegawai akuntansi atau keuangan yang terlibat langsung dalam penyajian 

dan penyusunan laporan keuangan kiranya dapat meningkatkan pemahaman 

dan penguasaan tentang standar akuntansi pemerintah dalam menyusun dan 
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menyajikan laporan keuangan. Seperti yang telah dijelaskan sebeiumnya 

bahwa kualitas laporan keuangan sangat penting guna meningkatkan 

akuntabilitas kineija pemerintah. Sehingga, dengan berkualitasnya laporan 

keuangan yang dihasilkan maka pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja 

pemerintah juga meningkat. 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan 

menjadi penelitian yang lebih baik lagi dengan mcnambah variabel 

penelitian atau mencoba dengan variabel lain agar penelitian ini dapat 

berkembang, atau dengan memperluas objek penelitian dengan memperluas 

objek penelitian. 
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DATA RESPONDEN 

1. Nama 

2. Umur 

3. Jenis Kelamin 

4. Pendidikan 

Tahun 

I I Laki-laki 

I 1 Perempuan 

1 I SMA 

I I Diploma 3 

• Z ] Strata 1 

Strata 2 

I I Lainnya 

Petunjuk Pengisian; 

a. Isilah semua nomor dalam angket ini dan sebaiknya jangan ada yang terlewatkan. 

b. Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (X atau V) pada pemyataan yang 

dianggap sesuai dengan pendapat responden (satu jawaban dalam setiap nomor 

pemyataan). 

c. Pilhan jawaban: 

• Sangat Setuju (SS) 

• Setuju (S) 

• Netral (N) 

• Tidak Setuju (TS) 

• Sangat Tidak Setuju (STS) 



Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan (X) 

No Pertanyaan S S S N T S S T S 

1 Laporan keuangan yang dibuat oleh BPKAD disajikan 
tepat waktu. 

2 Laporan keuangan disajikan secara jujur. 

3 
Laporan keuangan yang dibuat BPKAD sesuai dengan 
sasaran yang akan diukur. 

4 Laporan keuangan BPKAD disajikan secara lengkap 
mencakup semua iniormasi akuntansi. 

5 
Penyajian laporan keuangan BPKAD diarahkan pada 
kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan 
pihak tertentu. 

6 
Laporan keuangan BPKAD yang dihasilkan dapat 
membantu dalam mempekirakan aktivitas yang 
berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya. 

•7 
/ 

Laporan keuangan BPKAD yang dihasilkan memberikan 
informasi untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu atau 
masa kini. 

8 
Laporan keuangan BPKAD dapat dibandingkan dengan 
laporan keuangan periode sebeiumnya. 

9 Laporan keuangan BPKAD dapat membantu dalam 
pengamuiian Kepuiusan. 

10 Informasi dalam laporan keuangan BPKAD dapat diuji. 

11 
Informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan 
BPKAD digunakan untuk peningkatan akuntabilitas 
Kinerjd. 

12 Kualitas laporan keuangan untuk mengukur target. 
13 Kualitas laporan keuangan untuk mengukur sasarannya. 

14 Laporan keuangan dinyatakan dengan istilah yang mudah 
dipahami. 

15 
Informasi yang di sajikan didalam laporan keuangan 
dapat dengan mudah dipahami oleh para pengguna. 



Kuesioner Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) 

No Pertanyaan IN 1 S 

1 Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja 
dengan program dan kebijakan. 

2 
Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus 
inmengem oien semua aparai uan pciitimpiii. 

3 
Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana 
SLiaicgiK uigaiiisasi. 

4 Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan 
atau program. 

5 
Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau 
program selesai dilaksanakan. 

6 
Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau 
program yang telah dilaksanakan. 

7 Melakukan pengecekan terhadap jalannya program. 

o 

» 
Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau 
indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat 
keberhasilan suatu kegiatan atau program. 

9 
Kegiatan / program yang disusun telah mengakomodir 
setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat. 

10 
LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan 
diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 



DATA ORDINAL V A R I A B E L KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (X) 

Responden PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO P l l P12 P13 PI4 PI5 JUMLAH 
I 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 63 
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 69 
3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 66 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 51 
6 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 53 
7 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 56 
8 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 73 
9 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 73 
10 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 64 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
12 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 55 
13 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 72 
14 3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 4 59 
15 4 3 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 63 
16 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
17 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 59 
18 4 4 4 4 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 5 65 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
20 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 48 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
22 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 69 
23 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 69 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
25 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 65 
26 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 70 
27 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 70 
28 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 66 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
30 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 50 
31 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 53 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75 
33 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 58 
34 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 58 
35 3 3 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 58 



DATA ORDINAL V A R I A B E L AKUNTABILITAS K I N E R J A INSTANSI PEMERINTAH (Y) 

Responden PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO JUMLAH 
1 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 43 
2 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 45 
3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
6 5 4 5 5 5 4 4 4 5 2 43 
7 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 38 
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
10 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 47 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 38 
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
14 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 48 
15 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 43 
16 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48 
17 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 44 
18 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 47 
19 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 45 
20 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 42 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
24 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 45 
25 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 47 
26 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 47 
27 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 43 
28 5 4 5 4 5 5 4 4 4 5 45 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
30 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 45 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
32 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 46 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
34 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 45 
35 5 4 5 4 5 5 4 5 5 3 45 



DATA I N T E R V A L V A R I A B E L K U A L I T A S LAPORAN KEUANGAN (X) 

Responden PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PIO P l l P12 PI3 P14 P15 Total 
1 2,490 1,000 3.545 3.652 3,202 2.380 1,000 4,108 3,400 2,246 3,087 2.524 4.108 2,684 2,585 42,011 
2 2,490 2.285 2,228 2.304 4,490 3.793 3.342 4,108 3,400 3.529 3.087 2,524 4,108 4,203 4,078 49.969 
3 2.490 2.285 2,228 3.652 3,202 2,380 3,342 4,108 3,400 3,529 3.087 4,015 2,722 2,684 2,585 45.708 
4 4.015 3.578 3,545 3.652 4,490 3,793 3,342 4,108 3,400 3,529 4,477 4.015 4.108 4.203 4,078 58.332 
5 2.490 1.000 1,000 1.000 3,202 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3.087 2.524 2.722 2.684 1,000 25.710 
6 2.490 2.285 2,228 2.304 1,000 2.380 2.135 2.601 2,114 1,000 1.000 2,524 1,000 2.684 2,585 30.330 
7 1,000 2,285 2,228 2.304 3,202 2.380 1,000 2,601 2,114 2,246 3.087 2,524 1.690 1.000 2,585 32.244 
8 2,490 3.578 3,545 3.652 4.490 3.793 2,135 4.108 3,400 3,529 4,477 4,015 4.108 4,203 4,078 55.601 
9 2,490 3,578 3,545 3.652 4,490 3.793 2,135 4,108 3,400 3.529 4,477 4,015 4,108 4.203 4,078 55.601 
10 2,490 2,285 3.545 3.652 2,072 2,380 2,135 4,108 3,400 2,246 3.087 4,015 2,722 2,684 2,585 43.406 
11 2,490 2,285 2.228 2,304 3.202 2,380 2,135 2,601 2,114 2.246 3,087 2.524 2.722 2.684 2,585 37.586 
12 1,000 2.285 2.228 2,304 1.000 2,380 2,135 2,601 2,114 1.000 1,884 2,524 2.722 2,684 2,585 31,446 
13 4.015 3,578 3.545 3,652 3,202 3.793 3,342 4,108 3,400 3.529 3.087 2,524 4,108 4,203 4,078 54.163 
14 1,000 2,285 2,228 1.000 3.202 2.380 3,342 2,601 1,000 2.246 3,087 1.000 4.108 4,203 2,585 36.265 
15 2.490 1,000 3,545 3,652 3.202 2,380 1,000 4,108 3,400 2.246 3.087 2,524 4.108 2,684 2,585 42,011 
16 1.000 1.000 2,228 2,304 3.202 2,380 3,342 2,601 2,114 2.246 3.087 2,524 2.722 2,684 2,585 36.017 
17 2.490 2.285 2.228 2,304 2.072 2.380 2,135 2,601 2,114 2.246 3,087 2,524 2,722 2,684 2,585 36.456 
18 2.490 2.285 2,228 2.304 2.072 3.793 2,135 4,108 3,400 1.000 4.477 2,524 4.108 4,203 4,078 45,205 
19 2.490 2.285 2,228 2.304 3.202 2,380 2,135 2.601 2,114 2,246 3.087 2,524 2.722 2,684 2,585 37.586 
20 1.000 1.000 1,000 1.000 2.072 1.000 1,000 2.601 1,000 1.000 1.884 1,000 2.722 2.684 1,000 21.963 
21 4,015 3.578 3,545 3.652 4.490 3.793 3.342 4,108 3.400 3.529 4.477 4.015 4.108 4.203 4.078 58.332 
22 2,490 2,285 3,545 2.304 3,202 3.793 3,342 4,108 3,400 2.246 4,477 2.524 4.108 4.203 4.078 50.104 
23 2,490 2.285 3.545 2.304 3.202 3.793 3,342 4,108 3,400 2.246 4,477 2,524 4,108 4,203 4.078 50.104 
24 2,490 2.285 2,228 2.304 3.202 2.380 2.135 2.601 2,114 2.246 3.087 2.524 2.722 2,684 2.585 37.586 
25 2,490 3.578 3,545 3.652 3.202 3.793 2.135 4,108 2,114 2,246 3,087 2.524 2,722 2,684 2.585 44.464 
26 2,490 3.578 3.545 2.304 3,202 2,380 3.342 4.108 3,400 3,529 4,477 2,524 4.108 4.203 4,078 51.268 
27 2,490 3.578 3,545 2.304 3,202 2,380 3.342 4,108 3,400 3,529 4.477 2,524 4.108 4.203 4.078 51.268 
28 2,490 2.285 2,228 3.652 3,202 3.793 3.342 2,601 3.400 3.529 3.087 4,015 2.722 2.684 2.585 45.613 
29 2.490 2,285 2,228 2.304 3,202 2,380 2.135 2,601 2.114 2,246 3,087 2.524 2.722 2.684 2,585 37.586 
30 1.000 1,000 2,228 1.000 2,072 1,000 1,000 2,601 1,000 1,000 1.884 1.000 2.722 2.684 2,585 24.776 
31 2,490 2.285 1,000 1.000 2,072 2.380 2,135 2,601 1,000 1.000 1.884 2.524 1.690 2,684 2.585 29.331 
32 4.015 3,578 3,545 3.652 4,490 3.793 3,342 4,108 3,400 3,529 4,477 4.015 4.108 4.203 4,078 58,332 
33 2.490 2.285 2,228 2.304 2,072 2.380 2.135 2,601 2,114 2,246 3,087 1.000 2.722 2.684 2,585 34,932 
34 1.000 1.000 1,000 2.304 2,072 3.793 1,000 2,601 2,114 2,246 3.087 2,524 4.108 4.203 2,585 35,635 
35 1.000 1.000 1,000 2,304 2.072 3.793 1,000 2,601 2,114 2.246 3,087 2.524 4.108 4.203 2.585 35,635 



DATA I N T E R V A L V A R I A B E L AKUNTABILITAS K I N E R J A INSTANSI P E M E R I N T A H (Y) 

PI P2 P3 P4 P5 PS P7 P8 P9 PIO Total 
2 601 2 596 1 000 1,000 2,603 1,000 2,725 2,631 2,258 3,004 21,418 

•y 2 601 1 onn 7 611 2,610 1 000 2 596 4,253 2,631 2 258 3 004 24,572 
3 2,601 1 000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,725 2,531 2,258 3,004 18,219 
4 4 108 7 6Qfi 7 611 2,610 1 000 2 596 4,253 2,631 3 693 4 416 30 522 
5 2,601 1 000 1 000 1,000 1,000 1,000 2,725 1,000 2,258 3,004 16,588 
5 4,108 1,000 2,519 2,610 2,603 1,000 2,725 1,000 3,693 1,000 22,358 
7 2,601 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,004 13,605 
g 4,108 2 596 2 619 2,610 2,603 2,596 4,253 2,631 3,693 4,416 32,125 
9 4,108 2,596 2,619 2,610 2,603 2,596 4,253 2,631 3,693 4,416 32,125 
10 4,108 2 596 2 619 1,000 1,000 2,596 4,253 2,631 3,693 3,004 27,501 
11 2,601 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,725 1,000 2,258 3,004 16,588 
12 2,601 1 000 1 000 1,000 1,000 1,000 2,725 1,000 1,000 1,795 14,120 
1 ^ 4 108 7 616 2 619 2,610 2 603 2 596 4,253 2,631 3,693 3,004 30,713 
14 4,108 2,595 2,519 1,000 2,503 2,596 2,725 2,631 3,693 4,416 28,988 
15 2 601 2 596 1 000 1,000 2,603 1,000 2,725 2,631 2,258 3,004 21,418 

7 601 7 616 7 611 2,510 2 503 1,000 4,253 2,631 3,693 4 416 29,022 
17 2 601 1 000 1 000 1,000 1,000 1,000 4,253 2,631 3,693 4,416 22,594 

4 108 2 596 1 000 1,000 2,603 2,596 4,253 2,631 3,593 3,004 27,484 
19 2,601 1 000 2 619 1,000 1,000 2,596 2,725 2,531 3,693 4,416 24,282 

2 601 1 000 1 000 1,000 1,000 1,000 2,725 2,631 3,693 3,004 19,654 
21 4 108 2 596 2,619 2,610 2,503 2,596 4,253 2,631 3,693 4,416 32,125 
22 4 108 2 596 2 619 2,610 2,603 2,596 4,253 2,631 3,693 3,004 30,713 
23 4,108 2,596 2,619 2,610 2,603 2,596 4,253 2,631 3,693 3,004 30,713 
24 4 108 7 616 2 619 2,610 2,503 1,000 2,725 1,000 2,258 3,004 24,523 
25 4,108 2,596 2,619 2,610 2,603 1,000 4,253 2,631 2,258 3,004 27,682 
26 2,601 2,596 2,619 1,000 1,000 2,596 4,253 2,631 3.693 4,416 27,405 
27 2,601 1,000 2,619 2,610 2,603 1,000 2,725 1,000 2,258 3,004 21,420 
28 4,108 1,000 2,519 1,000 2,603 2,596 2,725 1,000 2,258 4,416 24,325 
29 2,601 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,725 1,000 2,258 3,004 16,588 
30 4,108 2,596 2,619 1,000 2,603 1,000 2,725 1,000 3,693 3,004 24,348 
31 2,601 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,725 1,000 2,258 3,004 16,588 
32 1,000 2,596 2,619 2,610 2,603 2,596 2,725 2,531 3,693 4,416 27,490 
33 2,601 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 2,725 1,000 2,258 3,004 16,588 
34 4,108 1,000 2,619 1,000 2,603 2,596 2,725 2,631 3,693 1,795 24,770 
35 4,108 1,000 2,619 1,000 2,603 2,596 2,725 2,631 3,693 1,795 24,770 



HASIL UJI VALIDITAS V A R I A B E L K U A L I T A S LAPORAN KEUANGAN (X) 

C o r r e l a t i o n s 

P I P 2 P 3 P4 P 5 P6 P7 pe P 9 P I • P I 1 PI 2 PI 3 PI 4 P I 5 T O T A L 
P1 P e a r s o n Correlat ion 1 . 6 6 2 SB1 5 6 3 .530 4 2 2 4 9 3 .620 5 8 8 5 2 7 4 7 7 .560 2 6 9 . 3 3 4 ' . 5 3 9 7 0 9 

s i g (2-taliaai ODD 0 0 0 . 0 0 0 001 01 2 .•03 .001 0 0 0 • Ol 0 0 4 0 0 0 l i e . 0 5 0 001 . 0 0 0 
N 35 35 35 3 5 36 35 3 5 35 35 35 35 35 3 5 36 3 5 35 

P 2 P e a r s o n Correlat ion 6 5 2 1 . 6 3 8 4 8 0 4 9 7 .606 6 3 2 5 6 0 . 4 9 7 6 3 4 5 4 7 .491 . 2 3 5 . 4 1 6 . 7 0 6 " 7 4 6 
S i g . (2-talledl 0 0 0 0 0 0 .004 . 0 0 2 0 0 2 0 0 0 .000 0 0 2 .000 .001 . 0 0 3 1 7 3 .01 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
N 35 35 35 3 5 35 3 6 3 5 35 35 35 35 35 3 6 3 5 35 35 

P 3 P e a r s o n Correlation 5B1 . 6 3 8 1 S 9 5 5 2 2 " .41 2 4 5 8 " SI e" . 7 5 2 " 5 B 3 .61 l ' 4 3 3 .474 . 3 4 0 . 6 9 3 7 9 1 ' 
3 lg, (2-tallHO) OQO 0 0 0 . 0 0 0 .001 .01 4 . 0 0 5 .000 .000 .000 0 0 0 . 0 0 9 .004 . 0 4 6 OOO .000 
N 35 35 35 3 6 36 3 5 35 35 35 35 35 35 3 5 3 5 3 5 35 

P4 Pearsor r Correlat ion 5B3 4 8 0 , 6 9 5 1 4 6 9 .601 . 2 7 8 . 6 8 2 . 8 0 3 .676 4 3 6 .781 . 3 3 3 .171 . 4 5 7 7 3 9 
S i g (2-tal!ecl) .000 0 0 4 • 00 0 0 4 .000 .106 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 9 0 0 0 051 . 3 2 5 . 0 0 6 .000 
N 35 35 36 3 5 35 3 6 3 6 35 35 3 6 35 35 3 5 3 5 3 5 35 

P 5 P e a r s o n Correlat ion . 5 3 0 " 4 9 7 . 5 2 2 . 4 6 9 1 . 4 3 7 . 4 3 8 . 4 7 7 .496 7 5 3 6 9 4 .61 0 . 5 2 7 . 3 9 5 .526 7 3 0 
Big. (2-talla(JJ O01 0 0 2 .001 .004 0 0 9 0 0 9 .004 . 0 0 2 .000 0 0 0 . 0 0 2 .001 . 0 1 9 .001 OOO 
N 36 35 3 6 3 5 35 36 35 35 35 36 36 35 35 3 5 3 5 35 

P 6 p a a r s c n Correlat ion 4 2 2 , 5 0 9 . 4 1 2 .601 • . 4 3 7 1 4 4 6 ' 681 .649 . 6 6 5 . 5 8 1 " . 5 4 0 " 5 5 1 " . 6 3 8 . 7 2 3 . 7 5 7 
Big (2'tallad} 0 1 2 0 0 2 01 4 0 0 0 , 0 0 9 0 0 7 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 001 001 . 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 
N 36 35 3 5 35 35 35 35 36 35 35 35 35 35 3 5 3 5 35 

P 7 P s a r s o n Correlat ion 4 9 3 . 8 3 2 4 6 8 2 7 8 . 4 3 8 .446 1 4 5 8 4 9 4 61 1 4 6 9 3 5 2 2 B 9 . 4 8 7 . 6 3 7 . 6 6 3 
s i g . (2-tal lsa) 0 0 3 0 0 0 0 0 5 .1 0 5 . 0 0 9 . 0 0 7 .006 0O3 • 0 0 • 0 4 • 38 0 9 3 . 0 0 3 -OOO .000 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 • s 36 3 5 3 5 35 

P 9 P e a r s o n Correlat ion . 5 2 0 ' . 5 6 0 .81 8 .6B2 . 4 7 7 .581 . 4 5 8 1 841 5 9 8 61 3 . 4 6 2 .61 2 .526 . 7 7 3 8 3 3 
Sig (2'talled; O01 .OOO • 0 0 0 0 0 .004 .000 .006 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 .001 .000 OOO 
N 35 35 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3 5 

Pa P e a r s o n correlat ion 5 s e . 4 9 7 7 5 2 . 8 0 3 .496 . 6 4 9 • 4 9 4 641 • 1 71 4 6 8 0 • 671 5 7 6 " 4 6 4 .754 . 3 7 4 
Big. (2-tal!edl 0 0 0 . 0 0 2 0 0 0 .000 . 0 0 2 .000 . 0 0 3 .000 0 0 0 0 0 0 .000 . 0 0 0 0 0 5 0 0 0 . 0 0 0 
N 35 35 35 35 35 35 35 3 5 35 36 35 35 35 35 35 3 5 

P1 0 P e a r s o n Correlation .527 6 3 4 5 0 3 .676 . 7 6 3 . 5 6 5 61 1 5 9 8 .714 1 6 5 0 601 . 5 3 6 .470 . 6 3 8 • 841 
s i g (2-lalladl 001 0 0 0 0 0 0 .000 .OOP .000 .000 OOO .000 0 0 0 • 00 • 01 0 0 4 .000 . 0 0 0 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3 5 35 35 36 35 35 3 5 

P11 P e a r s o n Correlat ion .477 . 5 4 7 61 1 .436 .694 .581 4 6 9 .61 3 8 8 0 6 5 0 1 4 7 5 . 7 3 8 .641 7 3 6 " B 2 0 
S i g (2-talled> 0 0 4 001 0 0 0 . 0 0 9 .000 .000 .004 .000 .000 0 0 0 .004 OOO 0 0 0 .••0 . 0 0 0 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3 5 35 36 3 5 35 35 3 5 

PI 2 P e a i s o n Correlat ion 6 0 0 491 . 4 3 3 .761 .510 .540 3 5 2 4 6 2 671 601 4 7 5 1 1 8 7 .21 6 4 2 9 6 7 5 ' 
S ig (2-talled) .000 . 0 0 3 0 0 9 .000 . 0 0 2 .001 . 0 3 8 . 0 0 5 OOO .000 0 0 4 2 8 2 21 2 .01 0 . 0 0 0 
N 35 36 35 35 36 36 35 35 35 35 35 35 3 5 35 3 5 35 

P1 3 P e a r s o n Correlat ion . 2 6 9 2 3 5 .474 . 3 3 3 . 5 2 7 .551 . 2 8 9 61 2 . 5 7 8 .536 7 3 6 1 8 7 1 . 8 3 5 . 6 3 3 ' . 6 8 2 
Big C2-tailed) 1 1 6 .1 73 0 0 4 .051 .001 .001 • 93 .000 .000 001 .000 . 2 8 2 0 0 0 0 0 0 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 36 3 5 35 35 3 6 35 3 5 35 

P I 4 P e a r s o n Correlat ion 3 3 4 41 6 .340 .1 71 . 3 9 5 .636 4 8 7 5 2 6 .464 .470 641 2 1 6 . 8 3 5 1 . 7 2 9 6 6 9 
Big. (2-taiiad) 0 5 0 . 0 1 3 .046 . 3 2 6 . 0 1 9 .000 . 0 0 3 001 . 0 0 5 0 0 4 .000 21 2 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 
N 35 35 35 3 5 35 36 35 35 35 3 5 35 35 3 6 35 3 5 35 

P 1 5 P e a r s o n Correlat ion 5 3 9 .706 . 6 9 3 . 4 5 7 .526 . 7 2 3 6 3 7 . 7 7 3 .764 6 3 6 . 7 3 6 4 2 9 . 3 3 3 . 7 2 9 1 8 7 3 
Big (2-tallad) 001 • 00 0 0 0 . 0 0 8 .001 .000 .000 .000 0 0 0 .000 .000 01 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
N 35 35 35 3 5 35 35 35 35 35 35 35 35 3 5 3 5 3 5 3 6 

T O T A L P e a r s o n Correlat ion . 7 0 9 .746 .791 . 7 3 9 7 3 0 . 7 5 7 " 6 6 3 8 3 3 .874 841 .e2o' 6 7 5 6 8 2 " . 6 6 9 • . 8 7 3 " 1 
S i g . (2-tallad] .000 .000 0 0 0 .•00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 • 00 . 0 0 0 . 0 0 0 .•00 
N 35 35 36 3 5 35 36 35 35 35 35 35 36 35 3 5 35 3 6 

— . Correlation Is s ignincant at tde 0.01 level (2-tallad) 
~. Correlation Is s l g n m c a n t at ttie O.OS level (2-tailed;. 



HASIL UJI VALIDITAS V A R I A B E L AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Y) 
C o r r e l a t i o n s 

PI P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PI 0 TOTAL 
1 1 T t ? a i ; » i 7 i i o u i i c i a t i u i i 1 .384 ,522 .268 .500 .430 387 .1 58 .405 - 1 1 3 584 

O i ^ . ( ^ L 4 i i t ? r j ) 023 .001 .119 002 .01 0 • 22 .364 • 1 6 51 7 000 
I N 35 35 35 35 35 35 35 35 36 35 35 
n a a l ^ L * ! ! C L ' l l i l ^ l d L l i j I l 384 1 436 .443 .545 .373 .560 .502 .450 .400 756 
^ I n f - i . f a i i i i r l ' i 
O i y . (^*- l a l l C J ) 023 .009 .008 .001 .028 .000 .002 .007 01 7 000 
I N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P n B d 1 B LJ 1 1 \j LJ1 1 B 1 d LI LJ 1 1 .522 .436 1 .628 .529 ,629 .421 .31 7 .558 .232 .779 
O 1 ^ . (_i2i L d 11B L I J .001 .009 .000 .001 .000 .01 2 .064 .000 .1 31 .000 
M I N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
p B a r c n n n r i ' d J a t i n n 
n B d l B U I I V v L J I I B I d l l L J I I 268 443 .628 .471 .267 .51 6 221 .269 165 624 
O l ^ . L d l l B U ) .119 .006 .000 .004 ,1 37 .002 .202 .118 .344 .000 
M I N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P ^ 

1 Zj 
P d a r d n n T ^ n r r d l a t i n n 
1 B d 1 B1—11 1 "w- U 1 1 B 1 d 11 1 1 500 545 .529 .471 1 .264 .1 73 .226 .352 -.01 3 ,594 
c ; l n i " > _ t a i i C i i H ) 
P 1 ^ • ^ I d 11 B LJ) 

.002 .001 .001 .004 .1 25 .320 .1 92 .038 .942 .000 
K l I N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 
p B a r d n n n r r o l a t i n n 
n B d l B L J I I < w L J I I B I d l l U I L 430 .373 .629 .257 .264 1 .495 .582 .599 .353 .739 
Q i n fy t a l l a r t ) 
O i g . ^ . 4 - L d l l B U j 

.01 0 .028 .000 .1 37 .1 25 .003 .000 .000 .037 .000 
N l I N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P T Pfisrson Oorreletlon ,387 .560 .421 .51 6 .1 73 .495 1 .608 .556 .366 .758 
('2-tallort'i 

O 1 ^ . L d 11 B LJ) 
022 .000 01 2 .002 ,320 ,003 .000 .000 030 000 

r .1 
I N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P Q Pesrson Oorrslation ,158 502 .31 7 .221 .226 .562 60S -| 61 7 353 .679 
Sig. (2-tailed) 384 002 064 .202 .1 92 .000 .000 000 .038 000 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P9 Pearson Correlation .405 .450 .558 .269 -352 .599 .558 .617 1 308 761 
Sig. (2-talled) .016 .007 ,000 .118 ,038 .000 -000 ,000 .072 .000 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

P1 0 Pearson Correlation -.113 .400 .232 .1 65 - 01 3 .353 .366 .353 .308 1 463 
Sig. (2-tailed} .51 7 • 1 7 .181 .344 .942 .037 .030 .038 .072 .005 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

T O T A L Pearson Correlation .584 .756 .779 .624 .594 .739 .758 .679 .761 .463 1 
Sig. (2-taiied) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .005 
N 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-laiied). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-talled). 



HASIL UJI R E A B I L I T A S V A R I A B E L KUALITAS 
LAPORAN KEUANGAN (X) 

Reliability Statistics 

Cronbacb's Alpha N of Items 

.948 15 

HASIL UJI R E A B I L I T A S V A R I A B E L AKUNTABILITAS KINERJA 
INSTANSI PEMERINTAH (V) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.864 10 



HASIL UJI HIPOTESIS t 

Model Summary" 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .679^ .461 .444 4.135 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan 

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

Coefficients* 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 
1 

Kualitas Laporan Keuangan 

8.610 

.371 

3.002 

.070 .679 

2.868 

5.310 

.007 

.000 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 



HASIL UJI R E G R E S I LINEAR SEDERHANA 

Variables Entered/Removed' 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

Kualitas Laporan 

Keuangan" 

Enter 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

b. All requested variables entered. 

Coefficients* 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 
1 

Kualitas Laporan Keuangan 

8.610 

,371 

3.002 

.070 .679 

2.868 

5.310 

.007 

.000 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 



HASIL K O E F I S I E N DETERMINAN 

Variables Entered/Removed* 

Model Variables Entered Variables 

Removed 

Method 

1 

Kualitas Laporan 

Keuangan" 

Enter 

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 

b. All requested variables entered. 

Model Summary" 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the 

Estimate 

1 .679* .461 .444 4.135 

a. Predictors: (Constant), Kualitas Laporan Keuangan 

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja 
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